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BAB I 

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

A. Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat akan akses 

informasi yang cepat, transparan, dan akurat semakin meningkat. Hal ini mendorong institusi 

publik untuk mengoptimalkan layanan informasi guna memenuhi hak masyarakat untuk 

mengetahui berbagai aspek kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. 

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, penyediaan 

layanan informasi publik menjadi salah satu komponen penting. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik wajib 

menyediakan dan melayani permohonan informasi secara berkala, serta menjamin ketersediaan 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, badan publik juga harus bisa 

mengedukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua informasi sifatnya bisa terbuka untuk 

masyarakat karena ada informasi yang dikecualikan yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 Pelaksanaan layanan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, 

tetapi juga merupakan wujud nyata dari penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Layanan 

informasi publik yang efektif memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara 

transparan, baik melalui media elektronik, cetak, maupun secara langsung. Oleh karena itu, 

badan publik dituntut untuk terus berinovasi dalam menyajikan informasi yang relevan, 

terpercaya, dan terkini. 

 Sebagai bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengoptimalkan 

layanan informasi publik, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. Peraturan ini merupakan pedoman Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan informasi 

publik kepada masyarakat. 
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B. Tujuan  

Penyusunan laporan ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

2. Sebagai pedoman untuk peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

C. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Pelaksanaannya 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi 

Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahuun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

D. Tugas dan Wewenang PPID Unit Kerja Eselon I 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerikan Kelautan dan 

Perikanan, adapun tugas PPID Unit Kerja Eselelon I antara lain: 

1. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan 

PPID; 

2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan 

anggaran yang memadai; 

3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID 

dalam rangka penyebarluasan informasi publik; 

4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu pelaksnaaan tugas 

PPID; 

5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik; 
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6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; 

7. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik; 

8. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit 

organisasi eselon I/UPT/LPMUKP; 

9. mengoordinasikan: 

a) pengumpulan seluruh informasi publik; 

b) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat 

menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 

c) pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan 

baik; 

10. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan 

kewenangannya; 

11. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan 

untuk PPID unit organisasi eselon I; 

12. membantu PPID Kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi 

yang dikecualikan; 

13.  melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit organisasi eselon I; 

14. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; 

15. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh 

publik; 

16. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik; 

17. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian; 

18. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi 

Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik; 

19. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi 

publik yang dilakukan oleh PPID unit organisasi eselon I kepada PPID UPT dan PPID 

LPMUKP; 

20. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon; 

21. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permintaan 

informasi publik ditolak; 

22. melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan 

memberikan alasannya; 
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23. menyusun dan mengusulkan daftar informasi publik dan daftar infomrasi publik yang 

dikecualikan untuk PPID unit organisasi eselon I; dan 

24. menyusun laporan layanan informasi publik 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

A. Sarana dan Prasarana 

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) didukung oleh sarana dan prasarana yang dibagi 

menjadi kategori elektronik dan non elektronik. 

1. Elektronik 

Pada tahun 2024 terjadi migrasi dari situs web KKP lama ke situs web KKP baru yang 

berdampak pada pembaharuan konten situs web PPID. Situs web PPID DJPKRL 

melalui https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-

ruang-laut/ mulai bisa diakses pada bulan Oktober 2024 dengan penyediaan informasi 

yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

a. Halaman Utama Situs Web PPID DJPKRL 

 

 

Gambar 1 Halaman Utama Situs Web PPID DJPKRL 
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b. Tugas dan Fungsi PPID DJPKRL 

 

Gambar 2 Tugas dan Fungsi PPID DJPKRL 

 

c. Struktur Kelembagaan PPID DJPKRL 

 

Gambar 3 Struktur Kelembagaan PPID Ditjen PKRL 

Tim PPID Ditjen PKRL 2023 telah dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Ruang Laut Nomor 44 Tahun 2024 sebagaimana terlampir. 
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d. Profil PPID DJPKRL 

 

Gambar 4 Profil PPID DJPKRL 

 

e. Maklumat Pelayanan 

 

Gambar 5 Maklumat Pelayanan PPID Ditjen PKRL 

 

f. Informasi Publik yang terdiri dari Informasi yang Wajib Diumumkan secara 

Berkala, Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, Informasi yang Wajib 

Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi yang Dikecualikan. Ketersediaan 

informasi-informasi tersebut dapat diunduh. 
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Gambar 6 Informasi Berkala Ditjen PKRL 

 

 

 

Gambar 7 Informasi Setiap Saat Ditjen PKRL 
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Gambar 8 Informasi Serta Merta Ditjen PKRL 

 

 

Gambar 9 Informasi yang Dikecualikan Ditjen PKRL 

 

Informasi yang dikecualikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 

ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan  Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang 

Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir. Proses penetapan tersebut 

sebelumnya dilakukan melalui pengusulan daftar informasi yang dikecualikan 

yang sudah dilakukan uji konsekuensi oleh seluruh PPID unit kerja Eselon 1. 
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g. Daftar Informasi Publik 

 

 

Gambar 10 Daftar Informasi Publik Ditjen PKRL 

 

Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan 

melalui Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan  Nomor 2/PPID-KKP/III tentang Daftar 

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam 

keputusan tersebut, Daftar Informasi Publik lingkup Ditjen PKRL sebanyak 47 

informasi sebagaimana terlampir. Pada situs web PPID DJPKRL, daftar informasi 

publik semua unit kerja lingkup DJPKRL sudah terintegrasi dan dapat diunduh. 
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h. Mekanisme Pelayanan Informasi 

 

Gambar 11 Mekanisme Permintaan Informasi Publik 

 

 

Gambar 12 Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi Publik 
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i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik DJPKRL 

 

Gambar 13 SOP Layanan Informasi Publik DJPKRL 

 

SOP layanan informasi publik di lingkungan DJPKRL sebagaimana terlampir 

terdiri dari : 

1) Permintaan Informasi Publik 

2) Pengajuan Keberatan Informasi 

3) Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 

4) Pengujian Konsekuensi 

5) Pendokumentasian Informasi Publik 

 

j. Regulasi PPID 

 

Gambar 14 Daftar Regulasi PPID 
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k. Galeri Layanan Informasi Publik DJPKRL 

 

 

Gambar 15 Data Layanan Informasi Publik Ditjen PKRL 

 

l. Agenda dan Pengumuman DJPKRL 

 

Gambar 16 Agenda dan Pengumuman DJPKRL 2024 
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m. Permohonan Informasi 

 

 

Gambar 17 Formulir Permohonan Informasi 

 

n. Pengajuan Keberatan 

 

Gambar 18 Formulir Pengajuan Keberatan 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



15 

 

Selain situs web PPID DJPKRL, publik juga bisa mengakses informasi melalui situs 

web utama DJPKRL https://kkp.go.id/unit-kerja/djpkrl.html yang menyediakan 

informasi sebagai berikut : 

a. Halaman Utama Situs Web Utama DJKPRL 

 

Gambar 19 Halaman Utama Situs Web Utama DJPKRL 

 

b. Visi dan Misi DJPKRL 

 

 

Gambar 20 Visi dan Misi DJPKRL 
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c. Tugas dan Fungsi DJPKRL 

 

Gambar 21 Tugas dan Fungsi DJPKRL 

 

d. Struktur Organisasi DJPKRL 

 

Gambar 22 Struktur Organisasi DJPKRL 
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e. Profil Pejabat Eselon I, II, dan Seluruh Kepala UPT Lingkup DJPKRL 

 

 

Gambar 23 Profil Pejabat Direktur Jenderal PKRL 

 

f. Profil Seluruh UPT Lingkup DJPKRL 

 

Gambar 24 Profil Seluruh UPT Lingkup DJPKRL 
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g. Berita DJPKRL 

 

Gambar 25 Siaran Pers DJPKRL 

 

h. Akuntabilitas Kinerja meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Level I, Level II (Setditjen PKRL 

dan Direktorat), dan seluruh UPT lingkup DJPKRL 

 

Gambar 26 Laporan Kinerja DJPKRL 
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i. Galeri DJPKRL 

 

Gambar 27 Foto, Video, dan Infografis DJPKRL 

 

 

j. Pengumuman, Agenda, dan Artikel DJPKRL 

 

Gambar 28 Pengumuman, Agenda, adn Artikel DJPKRL 
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k. Integrasi Layanan yang terdiri dari Portal Collaboration Office, Portal Data KKP, 

Command Center, PPID, JDIH, dan Perpustakaan KKP (Archivelago Indonesia 

Marine Library) 

 

Gambar 29 Integrasi Layanan 

 

 

l. Alamat Kantor, Kontak (telepon, email, dan call center), Media Sosial, dan Jumlah 

Pengunjung Situs Web DJPKRL 

 

Gambar 30 Alamat Kantor, Kontak, Media Sosial, dan Jumlah Pengunjung Situs Web 

DJPKRL 
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m. Arsip Web KKP 

 

Gambar 30 Situs Web KKP lama 

 

DJPKRL juga memiliki media yang menyajikan informasi yang lebih atraktif dan 

terkini diantaranya : 

a. Instagram (@ditjenpkrl) 

 

Gambar 31 Instagram DJPKRL 
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b. Facebook (Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut) 

 

Gambar 32 Facebook DJPKRL 

 

c. X (@ditjenpkrl) 

 

Gambar 33 X DJPKRL 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



23 

 

d.  YouTube (@ditjenpkrl) 

 

Gambar 34 X DJPKRL 

 

e. TikTok (@ditjenpkrl) 

 

Gambar 35 TikTok DJPKRL 
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DJPKRL juga mempunyai Call Center yang melayani informasi kepada masyarakat 

melalui nomor telepon/whatsapp +62821-3191-9095. 

 

2. Non Elektronik 

Sarana dan prasarana non elektronik yakni tersedianya fasilitas ruang khusus layanan 

informasi publik ; formulir permohonan informasi publik dan keberatan informasi ;  

sarana pendukung lainnya seperti banner, komputer, dan lain sebagainya ; maklumat 

pelayanan ; survei kepuasan ; petugas layanan ; dan aksesibilitas bagi penyandang 

disabilitas. Ditjen PKRL telah memenuhi penyediaan sarana dan prasarana layanan 

informasi publik non elektronik yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 36 Ruang Layanan Informasi Publik Ditjen PKRL 

 

 

Gambar 37 Formulir Permohonan Informasi Publik dan Keberatan Informasi 
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Gambar 38 Sarana Pendukung Lainnya 

 

 

Gambar 39 Maklumat Pelayanan 
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Gambar 40 Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik Ditjen PKRL 

 

 

Gambar 41 Petugas Layanan Informasi Publik Ditjen PKRL 
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Gambar 42 Aksesibilitas Tuna Rungu dan Tuna Wicara Melalui Video Informasi 

 

 

Gambar 43 Aksesibilitas Tuna Lainnya Melalui Web PPID dengan Fitur Suara 

 

B. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang mengurusi layanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL 

tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 44 Tahun 2024 

tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Tim PPID lingkup Ditjen PKRL melibatkan 

seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKRL diantaranya : 

1. Sekretariat Ditjen PKRL 

a. Tim Kerja Humas dan Pelayanan 

b. Tim Kerja Program 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



28 

 

c. Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi 

d. Tim Kerja Advokasi dan Hukum 

e. Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN 

f. Tim Kerja Kerja Sama dan Data 

g. Tim Kerja Dukungan Manajemen 

2. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan 

3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

4. Direkrorat Penataan Ruang Laut 

5. Direktorat Jasa Kelautan 

6. BPSPL Pontianak 

7. BPSPL Makassar 

8. BPSPL Padang 

9. BPSPL Denpasar 

10. BKKPN Kupang 

11. LPSPL Serang 

12. LPSPL Sorong 

13. LKKPN Pekanbaru 

 

C.  Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 

Pelaksanaan layanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL 2024 sudah ada 

penyesuaian alokasi anggaran tersendiri pada RKA K/L DJPKRL 2024. Beberapa kegiatan 

yang telah dilaksanakan diantaranya :  

1. Forum Koordinasi Pelayanan Publik dan Kehumasan Lingkup Ditjen PKRL di Surabaya, 

30 – 31 Januari 2024. Forum ini sekaligus sebagai bentuk internalisasi mengenai layanan 

informasi publik dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat yang 

memaparkan materi mengenai Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan BHKLN 

yang memaparkan materi mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

KKP.  
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Gambar 44 Forum Koordinasi Pelayanan Publik dan Kehumasan Lingkup Ditjen PKRL 2024 

 

2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Lingkup 

Ditjen PKRL 2024 di Bandung, 25 – 26 Maret 2024. Kegiatan ini memutakhirkan usulan 

daftar informasi publik (DIP) dan melakukan pengujian konsekuensi terhadap usulan 

daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dari seluruh unit kerja lingkup DJPKRL. Hasil uji 

konsekuensi didukung dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh peserta yang 

hadir. Hasil pemutakhiran DIP dan DIK disampaikan kepada Kepala BHKLN. Kegiatan 

ini turut mengundang Komisi Informasi Pusat sebagai narasumber yang memaparkan 

materi mengenai Urgensi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi 

yang Dikecualikan bagi Badan Publik.  

 

Gambar 45 Pemutakhiran DIP dan DIK Lingkup DJPKRL 2024 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



30 

 

3. Coaching Clinic Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Keterbukaan 

Informasi Publik Lingkup Ditjen PKRL 2024 di Mercure Sabang Hotel Jakarta, 19 – 20 

September 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan Setditjen 

PKRL kepada seluruh UPT lingkup DJPKRL melakukan pengisian SAQ Monev 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP. Kegiatan ini sekaligus dilakukan 

penandatanganan Komitmen Bersama Monev KIP oleh Sesditjen PKRL dan Kepala UPT 

lingkup DJPKRL. Dalam pembahasannya, turut mengundang Komisi Informasi Pusat 

sebagai narasumber yang memaparkan materi mengenai Kebijakan dan Strategi 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selain itu juga mengundang narasumber dari 

BHKLN memaparkan materi mengenai Strategi Pencapaian Predikat Informatif pada 

Monev KIP di Lingkungan KKP dan Pusdatin yang memaparkan materi mengenai 

Pengembangan Website KKP dalam Mendukung Layanan Informasi Publik.  

 

Gambar 46 Coaching Clinic Pengisian SAQ Monev KIP Lingkup DJPKRL 
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Gambar 47 Penandatanganan Komitmen Bersama Monev KIP 

 

4. Biaya perjalanan dinas dalam rangka peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat Budaya 

Layanan Prima PPID di BDA Sukamandi, 27 Februari – 1 Maret 2024 dan menghadiri 

undangan seperti visitasi dan audiensi pembinaan kelembagaan PPID di Banyuwangi, 

31 Januari – 3 Februari 2024 ; Diseminasi Advokasi Hukum Penanganan Sengketa 

Informasi Publik di Lingkungan KKP di Yogyakarta, 6 – 8 Maret 2024 ; Pembahasan 

Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di BPPP Tegal, 15 – 18 Mei 2024 

; dan Sosialisasi dan Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik KKP 

Tahun 2024 di Cirebon, 11 – 14 September 2024. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



32 

 

 

Gambar 48 Diklat Budaya Layanan Prima PPID 

 

 

Gambar 49 Visitasi dan Audiensi Pembinaan Kelembagaan PPID 
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Gambar 50 Diseminasi Advokasi Hukum Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan KKP 

 

 

Gambar 51 Pembahasan Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik 
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Gambar 52 Sosialisasi dan Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024 

5. Belanja perlengkapan fasilitas ruangan layanan informasi publik 

 

Gambar 53 Banner Layanan Informasi Publik 
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Gambar 54 Alat Bantu Dengar untuk Disabilitas Tuna Rungu 

 

 

Gambar 55 Maklumat Pelayanan 
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BAB III 

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

A.  Layanan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen PKRL  

Layanan informasi publik diuraikan mengenai jumlah informasi publik, waktu yang 

diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu, 

jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan jumlah 

permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya melalui proses layanan aplikasi 

admin PPID DKPRL. Hasil layanan informasi publik di lingkungan Ditjen PKRL tahun 2024 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

1 

Triwulan 
I 

10 

15 Januari 
2024 

Persyaratan KKPRL 
untuk kegiatan 
penggalian/penamb
agan batuan 
komoditas pasir laut 

1 

9 1 

 

2 
16 Januari 

2024 

Persyaratan KKPRL 
untuk kegiatan 
penggalian/penamb
agan batuan 
komoditas pasir laut 
dengan KBLI 08014 

1 
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No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

3 
18 Januari 

2024 

Stok karbon di TWP 
Kabupaten 
Kepualuan 
Anambas 

5 

 

4  
19 Januari 

2024 

Informasi 
pemilik/operator 
KKPRL dan batas-
batas koordinat di 
sepanjang koridor 
kabel yang akan 
dibangun oleh PT 
Mubadala 

17 

 

5  
24 Januari 

2024 

Rekapitulasi data 
ukuran panjang, 
lebar, dan berat ikan 
pari di PPI Paotere 
Makassar pada 
tahun 2019 - 2023 

7 
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No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

6  
28 Februari 

2024 

Naskah akademik 
PP No. 26 Tahun 
2023 

 

Keliru 
menyampaik
an tujuan 
permohonan 

7  20 Maret 2024 
Naskah akademik 
PP No. 26 Tahun 
2023 

10 

 

8  22 Maret 2024 

Jenis biota laut yang 
dilindungi, jumlah 
nelayan lokal, dan 
gambaran peta 
pesisir di Pulau 
Sumba, serta data 
alat tangkap sesuai 
dengan PP 

6 
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No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

9  26 Maret 2024 

Data terumbu 
karang (persentase 
cover terumbu 
karang, kesehatan 
karang, 
pertumbuhan 
karang, kualitas 
perairan, dan 
produksi ikan di 
TWP Gili Matra 

17 

 

10  28 Maret 2024 

Laporan hasil 
monitoring 
ekosistem pesisir 
dan sosial ekonomi 
di KK Laut Sawu 
dan KK Kepulauan 
Kapoposang 

16 

 

11 

Triwulan 
II 

11 

23 April 2024 

data kunjungan 
wisata TWP 
Kepulauan 
Anambas 

7 

11- - 

 

12 26 April 2024 

Data Lalu Lintas 
Ikan Capungan 
Banggai (BCF) di 
wilayah kerja 
BSPPL Makassar 
selama 2020-2023. 

2 

 
 

13 2 Mei 2024 

Data lalu lintas ikan 
Capungan Banggai 
(BCF) di Denpasar 
tahun 2020 sd 2023  

7 
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No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

14 6 Mei 2024 

Kondisi dan Strategi 
ketahanan maritim 
nasional, Masalah & 
guncangan yang 
dihadapi sektor 
kemaritiman, 
Kapabilitas dan 
Potensi yang 
dilakukan untuk 
mencapai 
ketahanan maritim 

8 

 

15 6 Mei 2024 

https://ppid.kkp.go.id
/uploads/userReSer
vices/1e4d7c44f439
abdab53a9d53b64c
815f.pdf  

10 

 

16 16 Mei 2024 

Kawasan 
Konservasi yang 
ada di Laut Banda 
(beserta luasan dan 
lokasi), Biota laut 
serta jenisnya yang 
ada di perairan Laut 
Banda (deskripsi 
dan gambar) serta 
persebarannya, 
Biota laut yang 
dikonservasi/dilindu
ngi, Populasi dari 
biota laut, dan 
Gambar peta lokasi 
Kawasan konservasi 

10 

 

17 31 Mai 2024 

https://ppid.kkp.go.id
/admin/uploads/resp
onse/651a50d3b5a7
83393de8ab10b8b3
4ef0.pdf  

6 

 

18 6 Juni 2024 

Permohonan 
wawancara untuk 
memperoleh data 
dan informasi terkait 
penerbitan 
Peraturan 
Pemerintah Nomor 
26 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan 
Hasil Sedimentasi di 
Laut 

2 
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No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

19 7 Juni 2024 

Wawancara 
penelitian 
Mahasiswa Kajian 
Ketahanan Nasional 
SKSG UI atas nama 
Yoga Maulidy 
Prawira ke 
Direktorat 
Pengelolaan Ruang 
Laut Judul 
Penelitian : Kajian 
Ketahanan Maritim 
Indonesia: Analisis 
Guncangan dan 
Kapabilitas 
Nasional. Tujuan 
Penelitian : Menulis 
pandangan Para ahli 
maritim berbagai 
bidang/keahlian 
terkait perspektif 
masing-masing atas 
konsep ketahanan 
maritim Indonesia 

1 

 

20 20 Juni 2024 

data dan informasi 
terkait pelaksanaan 
Abandonment and 
Site Restoration 
(ASR) Migas berupa 
penggunaan 
kembali instalasi 
migas menjadi 
karang buatan 
dengan model Rig-
to-Reef program 
yang ada di Attaka-
EB Platform 

4 

 

21 27 Juni 2024 

Kebutuhan garam 
keseluruhan (garam 
rumah tangga dan 
industri) (ton) tahun 
2001- 2023,  
Persediaan garam 
keseluruhan (garam 
rumah tangga dan 
industri) (ton) tahun 
2001- 2023, 
permintaan garam 
keseluruhan (garam 
rumah tangga dan 
industri) ( ton ) tahun 
2001- 2023 

4 

 

22 
Triwulan 

III 
9 16 Juli 2024 

Wawancara 
langsung/tidak 
langsung terkait 
praktik Blue Bond 
dalam mendukung 
Blue Economy 
menurut prespektif 
Kementrian 
Kelautan dan 
Perikanan 

4 9  
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No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

23 
2 Agustus 

2024 

1) Laporan 
pemantauan 
aktivitas 
pemanfaatan 
kawasan konservasi 
di Kabupaten Rote 
Ndao beserta jumlah 
anggarannya pada 
tahun 2021, 2022 
dan 2023; 2) 
Laporan kegiatan 
pelibatan 
masyarakat dalam 
pengawasan 
kawasan 
konservasi, 
khususnya terkait 
perlindungan 
terumbu karang di 
Kabupaten Rote 
Ndao beserta 
anggarannya pada 
tahun 2021, 2022 
dan 2023 

2 

 

24 
8 Agustus 

2024 

Dokumen untuk 
kepentingan 
penelitian ini berupa 
peraturan 
perundang-undang 
yang terkait dengan 
pengelolaan 
kelautan 
berkelanjutan dan 
/atau pengelolaan 
kelautan berbasis 
pada konsep Blue 
Economy 

12 

 

25 
23 Agustus 

2024 

informasi yang resmi 
hasil verifikasi 
lapangan kegiatan 
pemanfaatan ruang 
laut PT BSW 

8 

 

26 
27 Agustus 

2024 

Shapefile Rencana 
Zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi 
Nusa Tenggara 
Timur 

6 

 

27 
30 Agustus 

2024 

Data terkait 
Budidaya Rumput 
Laut wilayah TNP 
Laut Sawu. 
Selengkapnya di 
https://ppid.kkp.go.id
/uploads/userReSer
vices/a97974b8335e
8ac8ecbb2bb3c5c6b
7fd.pdf  

10 

 

28 
17 September 

2024 

Data kemunculan 
hiu paus tahun 2016 
hingga tahun 2024 
dan data Rencana 
Zonasi Wilayah 

4 
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No. Periode 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

Tanggal 
Permohonan 

Informasi 

Data yang 
Dimohonkan 

Total 
Waktu 

Penyeles
aian (Hari 

Kerja) 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Dikabulkan 

Jumlah 
Permohona
n Informasi 

yang 
Ditolak 

Alasan 
Penolakan 

Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil 
(RZWP3K) 
Gorontalo 

29 
26 September 

2024 

Data Realisasi 
Anggaran Tahun 
2023 TWP 
Kepulauan 
Kapoposang dan 
Laut Sekitarnya 

3 

 

30 
26 September 

2024 

Data Realisasi 
Anggaran Tahun 
2023 TNP Laut 
Sawu dan 
Sekitarnya 

3 

 

31 

Triwulan 
IV 

5 

1 Oktober 
2024 

Permohonan 
observasi lapang di 
LPSPL Serang 

1 

4  

 

32 
24 Oktober 

2024 

Data produksi 
garam, luas lahan 
garam, produktivitas 
garam, kualitas 
garam, jumlah 
petambak garam, 
dan daya saing 
garam rakyat per 
masing-masing 
daerah 

2 

 

33 
13 November 

2024 

Luasan cakupan 
padang lamun, 
penyebaran 
keanggotaan MPA, 
dan kondisi terumbu 
karang TWP Gili 
Matra 2020 - 2024 

5 

 

34 
22 November 

2024 

Data Hiu dan Pari di 
Sungai Kakap 
periode Agustus – 
November 2024 dan 
data pemeriksaan 
SAJI sirip Hiu 

1 

 

35 
16 Desember 

2024 

Informasi Kawasan 
Konservasi Perairan 
di Area 
Penyimpanan dan 
Regasifikasi LNG 
dengan posisi 
Tersus di Desa 
Lifuleo, Kec Kupang 
Barat, Kab. Kupang, 
NTT 

5 

 

 

1. Total permohonan informasi publik sebanyak 35 informasi. 

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan 

klasifikasi tertentu paling cepat 1 hari dan paling lama 17 hari. 

3. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 34 informasi. 
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Lampiran I 

SK Tim PPID  

di Lingkungan Ditjen PRL Tahun 2024 
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN 

 DAN RUANG LAUT 

NOMOR 44 TAHUN 2024 

TENTANG 

 

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN 

DAN RUANG LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 

serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang  

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut perlu membentuk Tim Pejabat 

Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut tentang Tim Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; 

 

Mengingat : 1. Peratuan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 2023);  

  2.  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89); 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL 

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id  
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  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraaan Layanan 

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 1092); 

  4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN 

KELAUTAN DAN RUANG LAUT TENTANG TIM PEJABAT 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN 

KELAUTAN DAN RUANG LAUT.  

 

KESATU :  Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang selanjutnya 

disebut Tim PPID DJPKRL sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Direktur Jenderal ini. 

KEDUA    :  Tim PPID DJPKRL sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU terdiri atas: 

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID); 

b. PPID; 

c. PPID Pembantu; 

d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi 

Publik, terdiri atas: 

1. Koordinator Sekretariat PPID; 

2. Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik; 

3. Koordinator Bidang Uji Konsekuensi; 

4. Koordinator Bidang Sengketa Informasi; 

5. Koordinator Bidang Data dan Informasi, 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Direktur Jenderal ini. 

KETIGA     : Tim PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

mempunyai tugas meliputi: 

a. Atasan PPID 

1. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut; 

2. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan 

pemantauan atas pelaksanaan kebijakan informasi 

publik yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; 
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3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi 

Publik yang informasinya dikuasai oleh PPID 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut; dan 

4. menyampaikan laporan tahunan layanan informasi 

publik PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut kepada atasan PPID 

Kementerian. 

b. PPID 

1. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi 

publik yang telah ditetapkan atasan PPID; 

2. menyusun program dan kegiatan layanan 

keterbukaan informasi publik dengan dukungan 

anggaran yang memadai; 

3. menyusun standar operasional prosedur 

pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam 

rangka penyebarluasan informasi publik; 

4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik 

untuk membantu pelaksanaan tugas PPID; 

5. menyediakan sarana dan prasarana layanan 

informasi publik; 

6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, 

pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan dan pelayanan informasi publik; 

7. mengumpulkan dokumen informasi publik dari 

Petugas Pelayanan Informasi Publik; 

8. mengumpulkan dokumen informasi publik dari 

Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit 

organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut; 

9. mengoordinasikan: 

a) pengumpulan seluruh informasi publik; 

b) pengumuman informasi publik melalui media 

yang secara efektif dan efisien dapat 

menjangkau seluruh pemangku kepentingan; 

dan 

c) pemberian dan penyampaian informasi publik 

di lingkungannya agar berjalan dengan baik; 

10. membantu PPID Kementerian melaksanakan 

tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; 

11. menentukan informasi publik yang dapat diakses 

publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID 

unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut; 

12. membantu PPID Kementerian melakukan pengujian 

konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan; 

13. melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit 

organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut; 
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14. membuat, mengelola, memelihara, dan 

memutakhirkan daftar informasi publik; 

15. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan 

informasi publik agar mudah diakses oleh publik; 

16. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan 

layanan informasi publik; 

17. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID 

Kementerian; 

18. melakukan pembinaan dan pengembangan 

kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik 

guna meningkatkan kualitas layanan informasi 

publik; 

19. melakukan pembinaan dan pengawasan atas 

pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang 

dilakukan oleh PPID unit organisasi Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

kepada PPID UPT; 

20. memberikan tanggapan atas keberatan yang 

diajukan oleh pemohon; 

21. memberikan alasan tertulis atas pengecualian 

informasi publik dalam hal permintaan informasi 

publik ditolak; 

22. melakukan penghitaman atau pengaburan materi 

informasi yang dikecualikan dan memberikan 

alasannya; 

23. menyusun dan mengusulkan daftar informasi 

publik dan daftar informasi publik yang 

dikecualikan untuk PPID unit organisasi Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan 

24. menyusun laporan layanan informasi publik. 

c. PPID Pembantu 

membantu PPID melaksanakan tugasnya dalam 

pengelolaan layanan informasi publik pada unit 

organisasi Eselon II. 

d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi 

Publik 

bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID 

Kementerian dan PPID dalam proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan 

informasi publik. 

1. Sekretariat PPID 

a) Koordinator Sekretariat PPID 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

sekretariat PPID dengan sekretariat PPID 

Kementerian dalam pengelolaan informasi dan 

memberikan pelayanan informasi publik kepada 

masyarakat. 

b) Anggota 
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membantu PPID dalam melaksanakan 

pengelolaan informasi dan memberikan 

pelayanan informasi publik kepada masyarakat. 

2. Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik 

a) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik Humas dan Pelayanan 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di bidang 

informasi publik, kehumasan, dan pelayanan 

lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut. 

b) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik Program 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di bidang 

program dan anggaran lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

c) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik Keuangan dan BMN 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di bidang 

keuangan dan BMN lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

d) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik SDM Aparatur dan Organisasi 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di bidang 

keuangan dan BMN lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

e) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik Dukungan Manajemen 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di bidang 

dukungan manajemen lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

f) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik Peraturan Perundang-undangan 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di bidang 

peraturan perundang-undangan lingkungan 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut. 

g) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi 

Publik Kerja Sama 

bertanggung jawab mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di bidang 

kerja sama lingkungan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 

h) Anggota 
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Membantu PPID dalam melaksanakan 

penyusunan informasi publik di bidang informasi 

publik, kehumasan, dan pelayanan, program, 

keuangan dan BMN, dukungan manajemen, 

peraturan perundang-undangan, dan kerja sama 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut. 

3. Bidang Uji Konsekuensi 

a) Koordinator  

bertanggung jawab mengoordinasikan 

pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi 

yang dikecualikan bersifat rahasia dengan 

pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang 

menguasai dan mengelola informasi tertentu 

untuk dilakukan pengklasifikasian informasi 

publik. 

b) Anggota  

1) membantu PPID dalam melaksanakan uji 

konsekuensi terhadap informasi yang 

dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat 

yang menguasai informasi dimaksud di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut; dan  

2) mengelola informasi tertentu untuk dilakukan 

pengklasifikasian informasi publik 

4. Bidang Sengketa Informasi 

a) Koordinator 

bertanggung jawab mengoordinasikan dan 

menyiapkan bahan penyelesaian sengketa 

informasi publik.  

b) Anggota 

1) membantu PPID dalam menyiapkan bahan 

penyelesaian sengketa informasi publik; dan 

2) menyiapkan bahan persidangan sengketa 

informasi publik. 

5. Bidang Data dan Informasi 

a) Koordinator 

bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan 

informasi satu data yang dikuasai Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

serta diseminasinya. 

b) Anggota  

1) membantu PPID dalam melaksanakan 

pelayanan informasi satu data yang dikuasai 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut; dan  

2) diseminasi informasi satu data Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang 

Laut. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 

 

- 7 - 

KEEMPAT    :  Masa kerja Tim Teknis PPID sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan 

Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 

2024. 

KELIMA    : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Satuan 

Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024. 

KEENAM    :  Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juli 2024 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN 

RUANG LAUT, 

 

  ttd. 

 

 

    VICTOR GUSTAAF MANOPPO 

Lembar Pengesahan 
No Jabatan Paraf 
1 Sesditjen PKRL  

2 Katim SDMAO  

3 
Katim Hukum dan 
Advokasi  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Ruang Laut, 

 

 

 

Kusdiantoro 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG 

LAUT 

NOMOR 44 TAHUN 2024   

TENTANG  

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN 

KELAUTAN DAN RUANG LAUT TAHUN 2024 

 

 

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN 

KELAUTAN DAN RUANG LAUT 

 

No. NAMA/JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

Atasan PPID 

1.  Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 
PPID 

2.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

PPID Ditjen 
PKRL 

3.  Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional 
(BKKPN) Kupang  

PPID BKKPN 
Kupang 

4.  Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 
Laut (BPSPL) Padang 

PPID BPSPL 
Padang 

5.  Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 
Laut (BPSPL) Denpasar 

PPID BPSPL 
Denpasar 

6.  Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 
Laut (BPSPL) Pontianak 

PPID BPSPL 
Pontianak 

7.  Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 
Laut (BPSPL) Makassar 

PPID BPSPL 
Makassar 

8.  Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 
(LKKPN) Pekanbaru 

PPID LKKPN 
Pekanbaru 

9.  Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 
Laut (LPSPL) Sorong 

PPID LPSPL 
Sorong 

10. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 
Laut (LPSPL) Serang 

PPID LPSPL 
Serang 

PPID Pembantu 

11. Direktur Konservasi Ekositem dan Biota Perairan PPID Pembantu 
Ditjen PKRL  

12. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil 

PPID Pembantu 
Ditjen PKRL  

13. Direktur Jasa Kelautan PPID Pembantu 
Ditjen PKRL  

14. Plt. Direktur Penataan Ruang Laut PPID Pembantu 
Ditjen PKRL  

Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik 
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No. NAMA/JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. Fivien Ocktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya 
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Sekretariat 

PPID  
2. Roka Pratama, Analis Hubungan Masyarakat pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

3. Vidyana Frida Yuliani, Pranata Humas Ahli Pertama 
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

4. Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang 

Anggota 

5. Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak 

Anggota 

6. Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar 

Anggota 

7. Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar 

Anggota 

8. Kepala Subbagian Umum pada Balai Kawasan 
Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang 

Anggota 

9. Kepala Urusan Umum pada Loka Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang 

Anggota 

10. Kepala Urusan Umum pada Loka Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong 

Anggota 

11. Kepala Urusan Umum pada Loka Kawasan 
Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru 

Anggota 

Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik 

1. Khairul Hidayati, Pranata Humas Ahli Madya pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang 

Penyusunan 
Daftar 

Informasi 
Publik Humas 
dan Pelayanan 

2. Raden Tomi Supratomo, Perencana Ahli Madya 
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang 

Penyusunan 
Daftar 

Informasi 
Publik Program 

3. Ony Satiti, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli 
Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang 

Penyusunan 
Daftar 

Informasi 
Publik 

Pengelolaan 
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No. NAMA/JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

Keuangan dan 
BMN 

4. Dedhy Wibowo Setiawan, Analis Sumber Daya 
Manusia Ahli Muda pada Koordinator Bidang 
Penyusunan Daftar Informasi Publik Pengelolaan 
Keuangan dan BMN 

Koordinator 
Bidang 

Penyusunan 
Daftar 

Informasi 
Publik SDM 

Aparatur dan 
Organisasi 

5. Yudha Rajabudin, Analis Pengelolaan Keuangan 
APBN Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang 

Penyusunan 
Daftar 

Informasi 
Publik 

Dukungan 
Manajemen 

6. Zuhriyah Ratnasari, Perancang Peraturan 
Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 
Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang 

Penyusunan 
Daftar 

Informasi 
Publik 

Peraturan 
Perundang-
undangan 

7. Airin Melisa Manurung, Analis Kerja Sama pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang 

Penyusunan 
Daftar 

Informasi 
Publik Kerja 

Sama 

8. Nanda Anindita, Analis Humas pada Sekretariat 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 
Ruang Laut 

Anggota 

9. Ikha Jayanti Mamayu Utami, Analis Pelayanan 
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

10. Ari Pariyanto, Perencana Ahli Muda pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

11. Muhajah Babny Muslim, Perencana Ahli Pertama 
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 
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No. NAMA/JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

12. Mahmud, Pranata Keuangan APBN Mahir pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut  

Anggota 

13. Panggih Prasetio, Analis Organisasi pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

14. Arief Surya Wibowo, Analis Tata Usaha pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

15. Aimi Solidei Manalu, Analis Hukum Ahli Muda pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

16. Sofyan Rahman, Analis Kerja Sama pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

17. Muh. Ismail Sakaruddin, Pengelola Ekosistem Laut 
dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat 
Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan 

Anggota 

18. Rosa Herettrenggi, Analis Tata Ruang pada 
Direktorat Penataan Ruang Laut 

Anggota 

19. Denny Bijaksana, Analis Pengusahaan Jasa 
Kelautan Ahli Muda pada Direktorat 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Anggota 

20. Rachmad Dian Kuncoro, Pengelola Ekosistem Laut 
dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Jasa 
Kelautan 

Anggota 

21. Melody Virginia, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir (BPSPL) Padang 

Anggota 

22. Kety Intana Janesonia, Analis Pengusahaan Jasa 
Kelautan Ahli Pertama pada Balai Pengeloaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak 

Anggota 

23. Saraswati Dewi Ariesta, Pengelola Ekosistem Laut 
dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar 

Anggota 

24. Dimas Kris Pratama, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar 

Anggota 

25. Riyan Afif Al Ihsan, Analis Pengusahaan Jasa 
Kelautan Ahli Pertama pada Balai Kawasan 
Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) 
Kupang 

Anggota 
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No. NAMA/JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

26. Alyaa Farah Qonitah, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Loka Pengelolaan Sumber 
Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang 

Anggota 

27. Bagus Luserius, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan 
Ahli Pertama pada LPSPL Sorong 

Anggota 

28. Wahyudi Andrito, Analis Perenanaan pada Loka 
Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) 
Pekanbaru 

Anggota 

Bidang Uji Konsekuensi 
1. Leri Nuriadi, Pranata Humas Ahli Muda pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang Uji 

Konsekuensi 
2. Arief Nugroho Riyadi, Analis Hukum pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

3. Udin Rojudin, Analis Publikasi pada Sekretariat 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 
Ruang Laut 

Anggota 

Bidang Sengketa Informasi 
 1. Ajar Buditama, Perancang Peraturan Perundang-

undangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang 

Sengketa 
Informasi 

 2. Mhd. Jeffry Syam, Analis Hukum Ahli Muda pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut  

Anggota 

 3. Dodi Robby Hari Ismanto, Analis Hukum pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

Bidang Data dan Informasi 
1. Anita Setianingsih, Perencana Ahli Muda pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Koordinator 
Bidang Data 

dan Informasi 
2. Nur Kholis, Analis Humas pada Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 
Ruang Laut 

Anggota 

3. Irfan Hadi Nursanto, Analis Pelayanan pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

4. Lantip Wratsangka, Statistisi Ahli Muda pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut  

Anggota 

5. Budi Prasetyo, Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 
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6. Sri Widodo, Pranata Komputer Muda pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

7. Wahyu Setiawan, Pranata Komputer Pelaksana 
Lanjutan pada Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

8. Yarry Septia Larasati, Pranata Keuangan APBN 
Penyelia pada Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

9. Heri Sugianto, Analis Kepegawaian Ahli Pertama 
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

10. Arga Dimas Saputra, Arsiparis Ahli Pertama pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

11. Vinosa Puspa Anjayani, Analis Humas pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

12. Zahrah Nurfadhilah, Analis Kerja Sama pada 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Kelautan dan Ruang Laut 

Anggota 

13. Vidlia Putri Rosady, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi 
Ekosistem dan Biota Perairan 

Anggota 

14. Rinda Yayu Elisa Muhadyawanti, Enumerator 
Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Penataan 
Ruang Laut 

Anggota 

15. Apriani Nurlaela, Arsiparis Pertama pada Direktorat 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Anggota 

16. Rininta, Penyusun Laporan Keuangan pada 
Direktorat Jasa Kelautan 

Anggota 

17. Syahru Syawal, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang 

Anggota 

18. M. Wahyu Al Hadi, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak 

Anggota 

19. Kharisma Khabilillah, Analis Pengusahaan Jasa 
Kelautan Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar 

Anggota 

20. Aditya Hidayatullah, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar 

Anggota 

21. Ade Irmalia Harifa, Pengelola Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Pertama pada Balai Kawasan 
Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN)  
Kupang 

Anggota 
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22. Syifa Hoirunnisa, Arsiparis Pelaksana pada Loka 
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) 
Serang 

Anggota 

23. Masrul Jaya, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir 
Ahli Pertama pada Loka Pengelolaan Sumber Daya 
Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong 

Anggota 

24. Muhammad Faisal Siddiq, Analis Perencanaan 
pada Loka Kawasan Konservasi Kawasan Perairan 
Nasional (LKKPN) Pekanbaru 

Anggota 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN 

RUANG LAUT, 

 

  ttd. 

  ttd. 

 

 

    VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Lembar Pengesahan 
No Jabatan Paraf 

1 Sesditjen PKRL  

2 Katim SDMAO  

3 
Katim Hukum dan 
Advokasi  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Ruang Laut, 

 

 

 

Kusdiantoro 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN 
RUANG LAUT 

 
 

NOTA DINAS 
Nomor: 1904/DJPKRL.1/HM.470/X/2024  

 

Yth. : Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri 

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang 
Dikecualikan di Lingkungan Ditjen PKRL Tahun 2024 

Lampiran  : 2 berkas 
Tanggal : 8 Oktober 2024 

 
 

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dan 

Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil pemutakhiran 

Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Ditjen 

PKRL Tahun 2024. 

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih. 

 
 
 

 
  
  
 
 

Kusdiantoro 
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Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

35 Juknis Kuota 

Ekspor 

Juknis Kuota 

Ekspor 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

36 Kuota 

Pemanfaatan 

Jenis Ikan 

Dilindungi 

dan 

Appendiks 

CITES 

Kuota Pemanfaatan 

Jenis Ikan 

Dilindungi dan 

Appendiks CITES 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

37 Data jumlah 

SIPJI, SAJI, 

dan 

Rekomendas

i yang sudah 

terbit 

Data jumlah SIPJI, 

SAJI, dan 

Rekomendasi yang 

sudah terbit per 

UPT lingkup Ditjen 

PRL 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

38 Data total 

jumlah, jenis, 

dan berat 

ikan yang 

telah 

Data total jumlah, 

jenis, dan berat 

ikan yang telah 

diperdagangkan 

melalui SAJI dan 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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diperdagang

kan melalui 

SAJI dan 

Rekomendas

i 

Rekomendasi per 

UPT lingkup Ditjen 

PRL 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

39 Data daerah 

tujuan 

pengiriman 

produk ikan 

melalui SAJI 

dan 

Rekomendas

i 

Data daerah tujuan 

pengiriman produk 

ikan melalui SAJI 

dan Rekomendasi 

per UPT lingkup 

Ditjen PRL 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

40 Jumlah 

Kuota 

Pengambilan

/Penangkapa

n Nasional 

Jumlah Kuota 

Pengambilan/Pena

ngkapan Nasional 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

41 Jumlah 

Kuota 

Pengambilan

/Penangkapa

n Terealisasi 

Jumlah Kuota 

Pengambilan/Pena

ngkapan 

Terealisasi per UPT 

lingkup Ditjen PRL 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No. Daftar 

Informasi 

Publik 

Ringkasan Isi 

Informasi 

Pejabat/Satker 

yang 

menguasai 

informasi 

Penanggung 

jawab 

pembuatan/pene

rbitan informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan  
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Berkala Setiap 
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Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

42 Data profil 

kawasan 

konservasi 

informasi terkait 

luasan, zonasi, dan 

batas koordinat 

kawasan 

konservasi yang 

telah ditetapkan 

oleh Menteri 

Kelautan dan 

Perikanan. 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Kawasan 

Konservasi 

Perairan 

Nasional 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

43 Data 

rekapitulasi 

luasan 

kawasan 

konservasi 

yang telah 

ditetapkan 

oleh Menteri 

Kelautan dan 

Perikanan 

Informasi 

rekapitulasi luasan 

kawasan 

konservasi yang 

telah ditetapkan 

oleh Menteri 

Kelautan dan 

Perikanan melalui 

infografis 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

44 Peta sebaran 

zonasi 

kawasan 

konservasi 

Peta sebaran 

zonasi kawasan 

konservasi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No. Daftar 

Informasi 

Publik 

Ringkasan Isi 

Informasi 

Pejabat/Satker 

yang 

menguasai 

informasi 

Penanggung 

jawab 

pembuatan/pene

rbitan informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan  
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arsip 

Berkala Setiap 

Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

45 SK 

Penetapan 

Kawasan 

Konservasi 

SK Penetapan 

Kawasan 

Konservasi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

46 SK Rencana 

Pengelolaan 

Kawasan 

Konservasi 

SK Rencana 

Pengelolaan 

Kawasan 

Konservasi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

47 Status 

Evaluasi 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Kawasan 

Konservasi 

Status Evaluasi 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Kawasan 

Konservasi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

48 Juknis  

Evaluasi 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Kawasan 

Konservasi 

Juknis  Evaluasi 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Kawasan 

Konservasi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Serta 
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49 Juknis 

Bantuan 

Kelompok 

Masyarakat 

Penggerak 

Konservasi 

(KOMPAK) 

Juknis Bantuan 

Kelompok 

Masyarakat 

Penggerak 

Konservasi 

(KOMPAK) 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

50 Daftar 

Kelompok 

Masyarakat 

Penggerak 

Konservasi 

(KOMPAK) 

Daftar Kelompok 

Masyarakat 

Penggerak 

Konservasi 

(KOMPAK) 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

51 Neraca 

Sumber 

Daya Laut di 

Kawasan 

Konservasi 

Neraca Sumber 

Daya Laut di 

Kawasan 

Konservasi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

52 Rencana 

Aksi 

Nasional 

(RAN) 

Rencana Aksi 

Nasional (RAN) 

Konservasi Jenis 

Ikan 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No. Daftar 

Informasi 

Publik 

Ringkasan Isi 

Informasi 

Pejabat/Satker 

yang 

menguasai 

informasi 

Penanggung 

jawab 

pembuatan/pene

rbitan informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan  

Publikasi Dokumen Bentuk Informasi yang 

Tersedia 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi 

arsip 

Berkala Setiap 

Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

Konservasi 

Jenis Ikan 

53 Juknis 

Pendataan 

Jenis Ikan 

yang 

Dilindungi 

dan 

Appendiks 

CITES 

Juknis Pendataan 

Jenis Ikan yang 

Dilindungi dan 

Appendiks CITES 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

54 Juknis 

Restoking 

dan 

Rehabilitasi 

Habitat yang 

Dilindungi 

dan 

Appendiks 

CITES 

Juknis Restoking 

dan Rehabilitasi 

Habitat yang 

Dilindungi dan 

Appendiks CITES 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

55 Juknis 

Penilaian 

Evaluasi 

Efektifitas 

Juknis Penilaian 

Evaluasi Efektifitas 

Direktorat 

Konservasi 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Sebelum dan 

sepanjang 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Pengelolaan 

Jenis Ikan 

Dilindungi 

Pengelolaan Jenis 

Ikan Dilindungi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

tahun 2024, 

Jakarta. 

56 Status 

Evaluasi 

Efektifitas 

Pengelolaan 

Jenis Ikan 

Dilindungi 

Status Evaluasi 

Efektifitas 

Pengelolaan Jenis 

Ikan Dilindungi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

57 Juknis 

Tentang 

Lokasi dan 

Tata Cara 

Pelepasliara

n Lobster, 

Kepiting, dan 

Rajungan di 

Alam 

Juknis Tentang 

Lokasi dan Tata 

Cara Pelepasliaran 

Lobster, Kepiting, 

dan Rajungan di 

Alam 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

58 Juknis 

Pengembang

bikan Ikan 

Dilindungi 

dan 

Juknis 

Pengembangbikan 

Ikan Dilindungi dan 

Apendiks CITES 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Apendiks 

CITES 

59 Daftar 

informasi 

jenis ikan 

prioritas 

konservasi  

Informasi daftar 

informasi jenis ikan 

prioritas konservasi  

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

60 Daftar jenis 

ikan yang 

dilindungi 

Informasi daftar 

jenis ikan yang 

dilindungi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

61 SK 

Penetapan 

Status 

Perlindungan 

Jenis Ikan 

SK Penetapan 

Status 

Perlindungan Jenis 

Ikan 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

62 Peta sebaran 

jenis ikan 

dilindungi 

dan/atau 

terancam 

punah 

Peta sebaran jenis 

ikan dilindungi 

dan/atau terancam 

punah 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Pengelolaan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

63 Informasi 

dan peta 

sebaran 

mamalia 

terdampar 

Informasi dan peta 

sebaran mamalia 

terdampar 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

64 Data 

rekapitulasi 

penanganan 

mamalia 

terdampar 

Informasi 

rekapitulasi 

penanganan 

mamalia terdampar 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

65 Peta sebaran 

kelompok 

masyarakat 

penerima 

Peta sebaran 

kelompok 

masyarakat 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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bantuan 

KOMPAK 

penerima bantuan 

KOMPAK 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

66 Data hasil 

monitoring/id

entifikasi/pen

dataan jenis 

ikan yang 

dilindungi 

dan/atau 

terancam 

punah 

Informasi hasil 

monitoring jenis 

ikan yang dilindungi 

dan/atau terancam 

punah 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

67 Data hasil 

sosialisasi 

jenis ikan 

yang 

dilindungi 

dan/atau 

jenis ikan 

yang 

dilindungi 

Informasi hasil 

sosialisasi jenis 

ikan yang dilindungi 

dan/atau jenis ikan 

yang dilindungi 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pesisir dan Laut  

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No. Daftar 

Informasi 

Publik 

Ringkasan Isi 

Informasi 

Pejabat/Satker 

yang 

menguasai 

informasi 

Penanggung 

jawab 

pembuatan/pene

rbitan informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan  
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Jangka waktu 
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arsip 

Berkala Setiap 

Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

67 Data hasil 

monitoring 

biofisik 

(karang, 

mangrove, 

dan lamun) 

dan jenis 

ikan yang 

dilindungi 

dan/atau 

terancam 

punah di 

kawasan 

konservasi 

nasional 

Informasi hasil 

monitoring biofisik  

(karang, mangrove, 

dan lamun) di 

kawasan 

konservasi nasional 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

dan UPT 

Kawasan 

Konservasi 

Perairan 

Nasional 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 6 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

68 Informasi 

tentang 

kerusakan 

karang 

Informasi tentang 

kerusakan karang 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

69 Informasi 

coral stock 

center 

Informasi coral 

stock center 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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pembuatan  

Publikasi Dokumen Bentuk Informasi yang 

Tersedia 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi 

arsip 

Berkala Setiap 

Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

70 aplikasi 

SIDAKO 

(Sistem 

Database 

Konservasi) 

aplikasi SIDAKO 

(Sistem Database 

Konservasi) 

Direktorat 

Konservasi 

Ekosistem dan 

Biota Perairan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

71 SOP 

pengelolaan 

Masyarakat 

Hukum Adat 

(MHA) di 

Wilayah 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil  

Prosedur 

pengelolaan MHA 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

72 Data Bulan 

Cinta Laut  

informasi mengenai 

hasil kegiatan BCL 

2024 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

73 Data 

Penanaman 

Mangrove 

Informasi lokasi 

dan kelompok 

penerima bantuan  

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Pulau-Pulau 

Kecil 

74 Data 

Pembanguna

n PRPEP  

Informasi lokasi 

dan kelompok 

penerima bantuan 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

75 Data bantuan 

Pelatihan 

Olahan 

Produk 

Turunan 

Mangrove 

kelompok 

penerima 

bantuan dan 

jenis bantuan  

Informasi lokasi 

dan kelompok 

penerima bantuan 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

76 Data 

Penanaman 

Vegetasi 

Pantai untuk 

Informasi lokasi 

dan kelompok 

penerima bantuan 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

Mitigasi 

Bencana  

77 Data 

Pengembang

an Kawasan 

Pesisir 

Tangguh 

(PKPT)  

Informasi lokasi 

dan kelompok 

penerima bantuan 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

78 Data bantuan 

dermaga 

apung 

Informasi lokasi 

dan kelompok 

penerima bantuan 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

79 Data bantuan 

ekonomi 

produktif 

Informasi lokasi 

dan kelompok 

penerima bantuan 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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pembuatan  

Publikasi Dokumen Bentuk Informasi yang 

Tersedia 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi 

arsip 

Berkala Setiap 

Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

80 Juknis 

Bantuan 

Sarana 

Usaha 

Ekonomi 

Produktif 

Tata cara 

pemberian Bantuan 

Sarana Usaha 

Ekonomi Produktif 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

85 Data lokasi 

sertifikasi 

HAT 

Informasi lokasi 

sertifikasi HAT 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

86 Data lokasi 

perizinan 

pemanfaatan 

pulau-pulau 

kecil yang 

sudah terbit 

Informasi lokasi 

perizinan 

pemanfaatan 

pulau-pulau kecil 

yang sudah terbit 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

87 Juknis 

Bantuan 

Sarana 

Usaha 

Ekonomi 

Produktif 

Juknis Bantuan 

Sarana Usaha 

Ekonomi Produktif 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

88 Informasi 

tumpahan 

minyak 

Informasi mengenai 

pengertian, 

dampak, regulasi 

hingga 

penanganan 

tumpahan minyak 

Direktorat 

Pendayagunaan 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

    √ Soft 

Copy 

 
√ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

89 Data 

Produksi 

Garam  

Informasi Jumlah 

Produksi Garam  

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

90 Data 

Pengembang

an Usaha 

Garam 

Rakyat 

Informasi Lokasi, 

Jenis Bantuan, dan 

Penerima Bantuan 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

91 Data lokasi 

dan profil 

desa wisata 

bahari 

Data lokasi dan 

profil desa wisata 

bahari 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

92 Tata cara 

perizinan 

Tata cara perizinan 

berusaha wisata 

bahari 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Sebelum dan 

sepanjang 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

berusaha 

wisata bahari 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

tahun 2024, 

Jakarta. 

93 Tata cara 

persetujuan 

wisata 

memancing 

(e mancing) 

Tata cara 

persetujuan wisata 

memancing (e 

mancing) 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

94 Lokasi 

gudang 

garam rakyat 

Informasi lokasi 

gudang garam 

rakyat 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

95 Lokasi 

Gudang 

garam 

nasional 

Informasi lokasi 

gudang garam 

nasional 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

96 Data lokasi 

BMKT yang 

dikelola 

untuk wisata 

bahari 

Informasi lokasi 

yang sudah 

diajukan survey 

dan Pengangkatan 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Jangka waktu 
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Berkala Setiap 

Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

97 Juknis 

Bantuan 

Desa Wisata 

Bahari 

Aturan berupa 

Permen/Kepmen/K

epdirjen terkait 

Desa Wisata 

Bahari, BMKT, 

PNBP 

Direktorat Jasa 

Kelautan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

98 Prosedur 

Pendaftaran 

Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang Laut 

(KKPRL) 

Prosedur 

Pendaftaran 

Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang Laut 

(KKPRL) 

Direktorat 

Penataan 

Ruang Laut 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

99 Rencana 

Tata Ruang 

Laut 

Nasional 

Rencana Tata 

Ruang Laut 

Nasional 

Direktorat 

Penataan 

Ruang Laut 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

100 Rencana 

Zonasi 

Kawasan 

Antarwilayah 

Rencana Zonasi 

Kawasan 

Antarwilayah 

Direktorat 

Penataan 

Ruang Laut 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Penanggung 

jawab 

pembuatan/pene

rbitan informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan  

Publikasi Dokumen Bentuk Informasi yang 

Tersedia 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi 

arsip 

Berkala Setiap 

Saat 

Serta 

Merta 

Cetak Rekam  Online 

101 Rencana 

Zonasi 

Wilayah 

Pesisir dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

(RZWP-3-K) 

Provinsi 

Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

(RZWP-3-K) 

Provinsi 

Direktorat 

Penataan 

Ruang Laut 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

Sebelum dan 

sepanjang 

tahun 2024, 

Jakarta. 

  √   Soft 

Copy 

  √ 5 tahun 

setelah 

menjadi arsip 

 

             Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

             Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan  

Ruang Laut 

 

 

 

Kusdiantoro 
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Lampiran IV 

Daftar Informasi yang Dikecualikan 

Ditjen PKRL Tahun 2024 

  

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN 
RUANG LAUT 

 
 

NOTA DINAS 
Nomor: 1904/DJPKRL.1/HM.470/X/2024  

 

Yth. : Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri 

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang 
Dikecualikan di Lingkungan Ditjen PKRL Tahun 2024 

Lampiran  : 2 berkas 
Tanggal : 8 Oktober 2024 

 
 

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dan 

Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil pemutakhiran 

Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Ditjen 

PKRL Tahun 2024. 

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih. 

 
 
 

 
  
  
 
 

Kusdiantoro 

 

 

 

 

Tembusan: 

Dirjen PKRL 
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  Lampiran 2 

                                                        Nomor   : 1904/DJPKRL.1/HM.470/X/2024 
  Tanggal : 8 Oktober 2024 

 

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 

TAHUN 2024 

 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

1 Hasil identifikasi 

calon penerima 

Bantuan 

Pemerintah 

lingkup Ditjen 

PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf h.  

 

2. Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 Tentang 

Kearsipan, Pasal  

66  

 

3.Undang-Undang 

Penyalahgunaan Informasi  

oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab, Penipuan 

dan Pelanggaran Hukum 

1. Melindungi Informasi Pribadi Calon 

Penerima Bantuan. 

 

2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran 

Hukum 

 

3. Data masih bersifat sementara 

sehingga belum bisa dibuka untuk publik 

Setelah penerima 

bantuan ditetapkan 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

2 Usulan nama 

calon pejabat 

yang akan 

memangku 

jabatan tertentu 

yang diajukan 

dalam Baperjakat 

lingkup Ditjen 

PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf h.  

 

2. Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 Tentang 

Kearsipan, Pasal  

66  

 

3.Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan dan pemeriksaan di 

pengadilan. 

Informasi yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada pemohon Informasi 

Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil 

evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 

intelektualitas dan rekomendasi 

kemampuan seseorang. 

Setelah penerima 

bantuan ditetapkan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

3 Hasil Assesment 

Baperjakat Ditjen 

PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf h.  

 

2. Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 Tentang 

Kearsipan, Pasal  

66  

 

3.Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan dan pemeriksaan di 

pengadilan. 

Informasi yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada pemohon Informasi 

Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan 

kapabilitas, intelektualitas, dan 

rekomendasi kemampuan seseorang. 

25 Tahun  

Selama Jangka 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

4 Surat Keputusan 

Pembinaan 

disiplin dan etika 

pegawai 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf h.  

 

2. Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 Tentang 

Kearsipan, Pasal  

66  

 

3.Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan dan pemeriksaan di 

pengadilan. 

Informasi yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada pemohon Informasi 

Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan 

dengan kapabilitas, intelektualitas, dan 

rekomendasi kemampuan seseorang. 

25 Tahun  

Selama Jangka 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

5 Arsip 

Kepegawaian 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf h.  

 

2. Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 Tentang 

Kearsipan, Pasal  

66  

 

3.Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Data dapat 

dibuka dalam hal kepentingan 

penyelidikan, penyidikan dan 

pemeriksaan di pengadilan. 

Informasi yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi 

Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi. 

25 Tahun  

Selama Jangka 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

6 Proses Seleksi 

Jabatan 

Pimpinan Tinggi 

(JPT) (metode 

seleksi, materi 

seleksi, sistem 

yang digunakan 

pada setiap 

tahapan 

pengisian, seleksi 

kompetensi, 

laporan hasil 

seleksi kepada 

Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf h.  

 

2. Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 Tentang 

Kearsipan, Pasal  

66  

 

3.Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

1. Pengumuman dan 

Penetapan Hasil Seleksi 

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 

 

2. Data dapat 

dibuka dalam hal kepentingan 

penyelidikan, penyidikandan 

pemeriksaan di pengadilan. 

Informasi yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi 

Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi. 

25 Tahun  

Selama Jangka 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

7 Proses 

Penanganan 

Masalah Hukum 

di Lingkup Ditjen 

PKRL 

1. UU No.14 Tahun 

2008 Tentang KIP 

Pasal 17 

 

2.Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

1. Dapat dibuka hanya untuk 

kepentingan proses 

penyelidikan dan penyidikan. 

 

2. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pengawasan dan 

pemeriksaan oleh aparat 

pengawas internal dan 

eksternal. 

  

3. Dapat dibuka ketika masalah 

hukum tersebut memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. 

Dapat menghambat penanganan 

permasalahan hukum (Pidana, Perdata, 

TUN dan proses hukum lainnya) 

Selesainya masalah 

Hukum (Inkracht) 

Selama Jangka 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

8 Data Pegawai 

yang menjadi 

saksi, ahli, 

tersangka, 

terdakwa atau 

narapidana 

lingkup Ditjen 

PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf a 

dan j  

 

 

2. Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1  

1. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan proses 

penyelidikan dan penyidikan.  

 

2. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pengawasan dan 

pemeriksaan oleh aparat 

pengawas internal dan 

eksternal. 

  

3. Dapat dibuka ketika masalah 

hukum tersebut memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. 

Pemohon Informasi Publik dapat  

menghambat proses penyelidikan dan 

penyidikan. 

Selesainya masalah 

Hukum (Inkracht) 

Selama Jangka 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

9 Laporan 

Keuangan 

Sebelum diaudit 

(unaudited) 

lingkup Ditjen 

PKRL 

1. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 

tentangKeterbukaan 

Informasi Publik 

beserta 

penjelasannya. 

 

2. Pasal 17 huruf  

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta 

penjelasannya 

juncto 

Pasal 44 ayat (1) 

huruf i dan ayat (2)  

 

3. Undang-Undang 

Nomor 43  Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

1. Dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi publik yang 

mengambil angka laporan 

keuangan unaudited karena 

laporan tersebut belum diaudit 

sehingga angka masih dapat 

berubah. 

 

2. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan beserta 

penjelasannya diancam pidana 

sesuai ketentuan Pasal 85 

UndangUndang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan 

beserta penjelasannya. 

1. Informasi yang tidak boleh 

diungkapkan berdasarkan Undang-

Undang 

 

2. Mencegah persepsi negatif publik 

terhadap Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

3 tahun setelah  

Undang Undang 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat 

diundangkan. 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

10 Data 

Penyelesaian 

Kerugian Negara 

Ditjen PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

2004 tentang 

Perbendaharaan 

Negara 

 

2. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf J 

 

3. Undang-Undang 

Nomor 43  Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

Data dapat dibuka, dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dalam penyelesaian indikasi Kerugian 

Negara, diperlukan tahapan-tahapan 

penyelesaian oleh Tim Penyelesaian 

Kerugian Negara (TPKN) yang akan 

ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian 

Kerugian Negara, yang akan 

memutuskan terdapat kelalaian/bukan 

kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi 

kewajiban bagi penanggung jawab 

kerugian negara tersebut baik berupa 

pembebanan maupun pembebasan 

pembebanan. 

25 Tahun  
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

11 Tindak Lanjut 

Hasil Temuan 

Pemeriksaan 

BPK RI 

1. Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

2004 tentang 

Perbendaharaan 

Negara 

 

2. Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

 

3. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf J 

 

4. Undang-Undang 

Nomor 43  Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

Data dapat dibuka, dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

KKP akan menindaklanjuti temuan 

pemeriksaan BPK RI sesuai dengan 

rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan 

Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit 

Kerja terkait 

25 Tahun  
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12 Informasi di 

dalam surat 

perjanjian 

pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah 

lingkup Ditjen 

PKRL, antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. rahasia pribadi; 

b. melanggar hak 

atas kekayaan 

intelektual; 

dan/atau 

c. berpotensi 

menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat 

 

Kode Arsip: PL1 

– 

Pengadaan 

(menggunakan 

kode klasifikasi 

yang paling 

tersier/terkecil 

sesuai dengan 

jenis 

barang/jasa dan 

a. Pasal 17 huruf b 

dan huruf h angka 

3,  huruf j Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta 

penjelasannya. 

 

beserta 

penjelasannya 

juncto Pasal 79 ayat 

(3) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

beserta 

penjelasannya 

juncto Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 13, 

dan Pasal 14 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2000 tentang 

a. Dapat menghambat proses 

pengadaan 

barang dan jasa. 

 

b. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar penyedia, 

yang dapat mengganggu 

proses pengadaan barang/jasa.  

 

c. Dapat terjadi 

penyalahgunaan informasi, 

misalnya untuk melakukan 

penipuan, dengan 

menggunakan informasi rahasia 

pribadi seseorang. 

 

d. Setiap orang yang tidak 

memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan 

diancam pidana penjara atau 

denda sesuai ketentuan Pasal 

95 A UndangUndang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, 

beserta penjelasannya. 

a. Mencegah terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat antar penyedia, yang 

dapat mengganggu proses pengadaan 

barang/jasa.  

 

b. Melindungi pelaku pengadaan. 

 

c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan 

informasi, misalnya untuk melakukan 

penipuan, dengan menggunakan 

informasi rahasia pribadi seseorang. 

 

d. Pegawai terhindar dari ancaman 

pidana sesuai ketentuan Pasal 85 

UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

Sesuai dengan 

ketentuan mengenai 

jadwal retensi arsip 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

cara 

pengadaannya) 

Rahasia Dagang, 

beserta 

penjelasannya. 

 

e. Barang siapa dengan 

sengaja dan tanpa hak 

menggunakan Rahasia Dagang 

pihak lain dikenakan sanksi 

pidana penjara dan/atau denda 

sebagaimana diatur dalam 

Pasal 17 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang, beserta 

penjelasannya. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

13 Informasi arsip 

yang bersifat 

terbatas, rahasia, 

dan sangat 

rahasia dalam 

dokumen 

pemindahan arsip 

lingkup Ditjen 

PKRL, antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada:  

 

a. Usulan 

pemindahan arsip  

b. Berita Acara 

Pemindahan 

Arsip 

b. Daftar Arsip 

yang dipindahkan 

 

Kode Arsip: 

KA3.0 

Pemindahan 

Arsip Inaktif 

a. Pasal 17 huruf i  

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta 

penjelasannya 

 

b. Pasal 17 huruf j  

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta 

penjelasannya 

juncto Pasal 44 ayat 

(1) huruf i dan ayat 

(2) Undang Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

a. Dapat mengganggu 

keamanan arsip yang bersifat 

terbatas, rahasia, dan sangat 

rahasia.  

 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan diancam 

pidana sesuai ketentuan Pasal 

85 Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Melindungi keamanan arsip yang 

bersifat terbatas, rahasia, dan sangat 

rahasia 

 

b. Pegawai terhindar dari ancaman 

pidana sesuai ketentuan Pasal 85 

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

  10 Tahun 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

14 Dokumen 

pemusnahan 

arsip lingkup 

Ditjen PKRL, 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

  

a. Berita Acara 

Penilaian Arsip 

Usul Musnah 

b. Persetujuan 

Pemusnahan 

Arsip dari Arsip 

Nasional 

Republik 

Indonesia 

 

Kode Arsip: KA41 

(Pemusnahan 

Arsip) KA3.1 – 

Pemusnahan 

Arsip 

a. Pasal 17 huruf i  

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta 

penjelasannya 

 

b. Pasal 17 huruf j  

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta 

penjelasannya 

juncto Pasal 44 ayat 

(1) huruf i dan ayat 

(2) UndangUndang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

a. Dapat mengganggu proses 

pemusnahan arsip 

 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan diancam 

pidana sesuai ketentuan Pasal 

85 Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan 

beserta penjelasannya 

a. Melindung proses pemusnahan arsip 

 

b. Pegawai terhindar dari ancaman 

pidana sesuai ketentuan Pasal 85 

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

Setelah Berita Acara 

Pemusnahan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

15 Database 

Kearsipan lingkup 

Ditjen PKRL 

 

 

Kode Arsip: 

KA2.0 – 

Pengelolaan 

Arsip Aktif 

Pasal 17 huruf j  

UndangUndang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta 

penjelasannya 

juncto Pasal 3 huruf 

c dan huruf f 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan informasi, 

misalnya untuk mengganggu 

proses pengelolaan arsip 

 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

a. Melindungi proses pengelolaan arsip 

 

b. Menjamin keselamatan dan keamanan 

arsip 

 

c. Pegawai terhindar dari ancaman 

pidana sesuai ketentuan Pasal 85 

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

10 Tahun 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

16 Laporan Hasil 

Pengawasan 

Intern, yang 

meliputi Audit, 

Pemantauan, 

Evaluasi,  Reviu 

dan pengawasan 

lainnya, termasuk 

Kertas Kerja 

Pengawasan 

lingkup Ditjen 

PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf i 

dan huruf j. 

 

2. Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi, 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3. Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1. 

1. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pemeriksaan 

perkara pidana di pengadilan.  

 

2. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pengawasan dan 

pemeriksaan oleh aparat 

pengawas internal dan 

eksternal. 

1. Menghindari penyalahgunaan data 

oleh pihak yang tidak berkepentingan. 

 

2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik 

data. 

5 Tahun setelah 

penciptaan arsip dan 

akan dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip, atau selama 

jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi dalam hal 

terdapat informasi 

pribadi 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

 

4. Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

17 Data dan 

Informasi 

Pengaduan 

Masyarakat dan 

LHP atas 

Pengaduan 

Masyarakat 

lingkup Ditjen 

PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 Tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf a. 

 

2. Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3. Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1. 

 

1. Diberikan berupa rekapitulasi 

pengaduan 

 

2. Pengelola Pengaduan dapat 

mempublikasikan jumlah, dan 

status penyelesaian Pengaduan 

kepada masyarakat. 

1. Menghindari penyalahgunaan data 

oleh pihak yang tidak berkepentingan. 

2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik 

data. 

5 Tahun setelah 

penciptaan arsip dan 

akan dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip, atau selama 

jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi dalam hal 

terdapat informasi 

pribadi 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

4. Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

18 Data Pendukung 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi 

hasil 

pengawasan Itjen 

KKP/pemeriksaan 

BPK-RI lingkup 

Ditjen PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 Pasal 17 huruf 

i.  

 

2. Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3. Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1. 

 

4. Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

1. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pemeriksaan 

perkara pidana di pengadilan.  

 

2. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pengawasan dan 

pemeriksaan oleh aparat 

pengawas internal dan 

eksternal. 

Informasi yang tidak boleh diungkapkan 

berdasarkan Undang-Undang. 

5 Tahun setelah 

penciptaan arsip dan 

akan dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip, atau selama 

jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi dalam hal 

terdapat informasi 

pribadi 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

19 LHP yang 

diserahkan 

kepada Aparat 

Penegak Hukum 

lingkup Ditjen 

PKRL 

1. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 Pasal 17 huruf 

i.  

 

2. Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

1. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pemeriksaan 

perkara pidana di pengadilan.  

 

2. Dapat dibuka dalam hal 

kepentingan pengawasan dan 

pemeriksaan oleh aparat 

pengawas internal dan 

eksternal. 

1. Menghindari penyalahgunaan data 

oleh pihak yang tidak berkepentingan. 

 

2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik 

data. 

5 Tahun setelah 

penciptaan arsip dan 

akan dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip, atau selama 

jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk 

perlindungan rahasia 

pribadi dalam hal 

terdapat informasi 

pribadi 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3. Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 

2022 tentang 

Perlindungan Data 

Pribadi, Pasal 1 

Ayat 2 dan Pasal 16 

Ayat 1. 

 

4. Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

20 Data  identitas 

pelaku usaha 

Perizinan 

Pemanfaatan 

Jenis Ikan (SIPJI) 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat 

10 Tahun 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

21 Dokumen Surat 

Izin Pemanfaatan 

Jenis Ikan (SIPJI) 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat menggangu persaingan dan usaha 

yang tidak sehat 

10 Tahun 

22 Data identitas 

Pelaku Usaha 

perizinan SAJI 

dan 

Rekomendasi 

1. UU No. 14 Tahun 

2008  tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat dan dapat mengungkap data 

pribadi pelaku usaha 

10 Tahun 

23 Dokumen Surat 

Angkut Jenis Ikan 

(SAJI) dalam 

negeri dan luar 

negeri beserta 

Rekomendasi 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Terdapat data informasi  pengiriman dan 

penerima serta mengungkap pribadi 

pelaku usaha 

10 Tahun 

24 Data pelaku 

usaha perizinan 

pemanfaatan 

kawasan 

konservasi 

berupa akta 

pendirian usaha 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat 

10 Tahun 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

dan lokasi detail 

usaha 

25 Dokumen Surat 

Izin Usaha 

Pemanfaatan 

Kawasan 

Konservasi 

(SIUPKK) 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat 

10 Tahun 

26 Dokumen izin 

aktivitas 

pemanfaatan 

kawasan 

konservasi (karcis 

masuk PAP, 

tanda masuk 

kegiatan 

dpenelitian, dan 

tanda masuk 

kegiatan 

pendidikan) 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Terdapat data informasi  pengiriman dan 

penerima serta mengungkap pribadi 

pemohon 

10 Tahun 

27 Data identitas 

pelaku usaha 

perizinan 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat dan dapat mengungkap rahasia 

pribadi pelaku usaha 

10 Tahun 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

pemanfaatan 

pulau-pulau kecil 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

28 Dokumen 

perizinan 

pemanfaatan 

pulau-pulau kecil 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat dan dapat mengungkap rahasia 

pribadi pelaku usaha 

10 Tahun 

29 Data identitas 

pelaku usaha 

perizinan 

berusaha 

pemanfaatan air 

laut, 

biofarmakologi 

dan bioteknologi, 

produksi garam, 

reklamasi, wisata 

bahari, 

pengangkatan 

BMKT, dan 

pengelolaan hasil 

sedimentasi laut 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat dan mengungkap data rahasia 

pelaku usaha 

10 Tahun 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

30 Dokumen 

rekomendasi 

teknis terhadap 

perizinan yang 

mendukung 

kesesuaian 

kegiatan 

pemanfaatan 

ruang laut 

(KKPRL) 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

1. Dokumen masih dalam proses (belum 

final) 

 

2. Apabila dibuka dapat mengganggu 

kepentingan perlindungan dan 

persaingan usaha. 

10 Tahun 

31 Dokumen 

perizinan 

berusaha 

pemanfaatan air 

laut, 

biofarmakologi 

dan bioteknologi, 

produksi garam, 

reklamasi, wisata 

bahari, 

pengangkatan 

BMKT, dan 

pengelolaan hasil 

sedimentasi laut 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat dan mengungkap data rahasia 

pelaku usaha 

10 Tahun 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

32 Data identitas 

pelaku usaha  

yang mengajukan 

perizinan 

Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang Laut 

(KKPRL) 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat dan mengungkap data rahasia 

pelaku usaha 

10 Tahun 

33 Dokumen 

perizinan 

Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang Laut 

(KKPRL) beserta 

dokumen 

pendukungnya 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat dan mengungkap data rahasia 

pelaku usaha 

10 Tahun 

34 Data Lokasi 

BMKT yang 

belum diverifikasi 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf e 

angka 1 

Data dapat dibuka dalam hal 

kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan di 

pengadilan 

Dapat yang belum terverifikasi 

dikhawatirkan dapat merugikaan 

ketahanan ekonomi nasional 

10 Tahun 
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No.  Informasi (berisi 

informasi 

tertentu yang 

akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum 

Pengecualikan 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi  

Publik (berisi uraian  

konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka  Ditutup 

35 Raw Data Hasil 

Kegiatan 

Monitoring 

Pengelolaan 

Kelautan dan 

Ruang Laut 

1. UU No. 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

dan huruf h. 

2. Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak 

Cipta 

Dapat diberikan Laporan 

berupa data yang sudah diolah 

dan dianalisis 

Untuk menghindari penyalahgunaan 

untuk kepntingan pribadi dan kelompok 

10 Tahun 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

             Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan  

Ruang Laut 

 

 

 

Kusdiantoro 
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Publik SetDitjen PKRL Tahun 2024 
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KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

Pedoman Pengisian

1. Parameter Mengumumkan Informsi Publik hendak mengevaluasi informasi publik pada website unit organisasi eselon 1

2. Evaluasi menekankan kepada  relevansi, akurasi dan kekinian (up to date) informasi publik dalam website berdasarkan karakter atau tugas dan fungsi utama unit organisasi eselon 1 dan UPT. Oleh karena itu setiap materi 
kuesioner didesain saling berkesinambungan atau berhubungan.

3. Penyediaan jawaban materi kuesioner tautan web (bila web error gunakan link dropbox/google drive)
4. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, unit organisasi eselon 1 dan UPT menjawab sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
5. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
6. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link web, tautan drpbox/g-drive, dokumen utuh atau soft file

INFORMASI WAJIB BERKALA

INFORMASI TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 1 DAN UPT TERSEDIA BUKTI  PELAKSANAAN LINK DOKUMEN

Ya Tidak
A Informasi tentang profil unit organisasi Web Profil UPT

1 Mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam website unit organisasi eselon 1 dan atau 
UPT bersangkutan yang terbaru V Alamat link website dan tangkapan layar unit organisasi 

eselon 1/UPT yang memuat deskripsi tugas dan fungsi

Link:
https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-
dan-fungsi/djpkrl.html

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1C6WGyLU_sFmt-
I6a3sP58vaLkCRVvdnC/view?
usp=sharing 

2
Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari 
Pimpinan unit eselon 1 dan pimpinan UPT yang terbaru

V
LHKPN Tahun terakhir  Pimpinan unit eselon 1 atau 
pimpinan UPT dan atau pegawai yang wajib LHKPN (Link  
website dan tangkapan layar)

Link:
https://kkp.go.id/tentang-kkp/profil-
penjabat-detail/djpkrl/10.html 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.com/file/d/1c-
vTaAkdCOUDe63NcVBeOd4nnWxn
960F/view?usp=sharing 

https://drive.google.
com/file/d/1zzTq_Y4SO9zX6GtlcHrd
3xh6DMFGoeXt/view?usp=sharing 

3 Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup unit kerja eselon 1 
dan atau UPT yang terbaru (2023) V Link website terkait LHKSN

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/ 

B Informasi tentang program dan/atau kegiatan unit organisasi sesuai PermenKP No 42 Tahun 
2023.

Web Akuntabilitas Kinerja 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



1

Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2024 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID 
Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website 
yang memuat: nama program/kegiatan; penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan 
capaian; jadwal pelaksanaan; dan sumber anggaran serta besaran anggaran.

V
Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan  
dan sedang dilaksanakan (Rencana Aksi))

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1nXVDeKP_LCu0sE0dX
W27OOZuvkSivjdn/view?
usp=drive_link  

2

Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2023 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID 
Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website 
yang memuat: nama program/kegiatan; penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan 
capaian; jadwal pelaksanaan; dan sumber anggaran serta besaran anggaran. 

V
Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, 
(Laporan Kinerja Tahun 2023)

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/laporan-dan-
pbj/laporan/kinerja/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1j55FZeCKFjcFP7KVv16
C8tA9be5ltLxp/view?usp=drive_link 

3 Mengumumkan informasi realisasi kegiatan beserta capaian kinerja unit organisasi eselon 1 (bagi 
PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) V

Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi program/kegiatan yang SEDANG dilaksanakan 
tahun 2024.

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/19QpJcr6pIWDGc5r38EE
ga5ZPEwX4WNnB/view?
usp=drive_link 

C Informasi Keuangan Web Akuntabilitas kinerja 

1 Mengumumkan pada website KKP  informasi Laporan Keuangan Tahun 2023  yang telah diaudit 
sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 yang terdiri dari: 

- Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) V Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi terkait materi kuesioner

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/128p6GJ0XanSD2Pip4M
nhS_L--w30GNuW/view?
usp=drive_link  

- Neraca V Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi terkait materi kuesioner

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1SgOQ14BokuToj0HLgW
1ILFsJ1jgOWtc4/view?
usp=drive_link   

- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) V Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi terkait materi kuesioner

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1QYrCTYaUKDR_XsfJsYj
Cx1PiL6SKOsOV/view?
usp=drive_link   

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



- Daftar Aset dan Investasi V Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi terkait materi kuesioner

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1fi0r5UYqaGmnTCCE6G
ob2v5jmpe8lMOX/view?
usp=drive_link  

2 Mengumumkan dalam website KKP terkait  informasi keuangan Tahun 2024 dalam bentuk: 

- DIPA V Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi terkait materi kuesioner (DIPA AWAL)

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1TFBW7Sds1WTuIN4bvc
SNTY1zsE7gNIpV/view?
usp=drive_link 

- RKA-KL V Alamat link website dan tangkapan layar yang menyajikan 
informasi terkait materi kuesioner (RKA-KL AWAL)

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/berkala/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/1mDXp9x7U-
eMJNd2m5LsPVI0nyitvXbuS/view?
usp=drive_link  

3 Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan  Eselon 1 /UPT pada semester 1 Tahun 
2024

Alamat link gdrive yang menyajikan informasi terkait materi 
kuesioner

https://drive.google.
com/file/d/14lwvqO2WTWlX
0fEksLL5uq3ZGbzosi-z/view?

usp=drive_link
D Pengadaan Barang dan Jasa (Melalui Tender atau Penunjukan Langsung)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/file/d/14lwvqO2WTWlX0fEksLL5uq3ZGbzosi-z/view?usp=drive_link
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1 Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon 
1/UPT  sebagaimana tercantum dalam SIRUP . V

Alamat link sirup.lkpp.go.id  dan tangkapan layar 
menyajikan informasi terkait materi kuesioner disertai Soft 
file Daftar Paket (sertakan tautan link)

Link:
https://sirup.lkpp.go.
id/sirup/rekap/klpd/K8 
https://sirup.lkpp.go.
id/sirup/caripaketctr/index 
https://sirup.lkpp.go.
id/sirup/caripaketctr/index_s 

Tangkapan Layar:
Swakelola
https://drive.google.
com/file/d/1W3oVtwQPmZislZK3mk
cmnTKsnVln6NSE/view?
usp=sharing 

https://drive.google.
com/drive/folders/1bLawmC_ii_el-
7u2yvUmU2NMg2ObOg9E?
usp=drive_link 

Penyedia
https://drive.google.
com/file/d/1Vu9b9dlQTRCK2zp-
vNKpPmxOWvcfWsm9/view?
usp=drive_link 

https://drive.google.
com/drive/folders/1YbaZbrrZhev5fJ_
Z-gbjIVvpp6oNXCwR?
usp=drive_link 

2
Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi  pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 sesuai program 
atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah 
selesai tender 

Alamat link lpse.kkp.go.id dan tangkapan layar yang 
menyajikan informasi terkait materi kuesioner disertai Soft 
file Daftar Paket (sertakan tautan link)

a Paket 1 V
Alamat link LPSE dan tangkapan layar  yang memuat 
informasi tender telah selesai (Bagi yang tidak ada tender 
lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala 
UPT)

Link:
lpse.kkp.go.
id/eproc4/lelang/18588218/pengum
umanlelang 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/15wOxFXZvxffQJaaaxm1
W0p4Lmt4llN8Y/view?
usp=drive_link 

b Paket 2 V
Alamat link LPSE dan tangkapan layar yang memuat 
informasi tender telah selesai (Bagi yang tidak ada tender 
lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala 
UPT)

Link:
lpse.kkp.go.
id/eproc4/lelang/18595218/pengum
umanlelang 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/file/d/11oQ1I6IPr-5j3-
snuzxBOPB6OILa74gZ/view?
usp=drive_link 

3

Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi  pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 sesuai program 
atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana 
tercantum dalam LPSE dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau 
tender gagal

V
https://drive.google.

com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5
prx-DzY8ofZTg54J10f/view?

usp=drive_link 

a Paket 1

Alamat link LPSE yang memuat informasi tahap tender, 
tender gagal atau tender ulang (Bagi yang tidak ada tender 
lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala 
UPT)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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b Paket 2

Alamat link LPSE yang memuat informasi tahap tender, 
tender gagal atau tender ulang (Bagi yang tidak ada tender 
lampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala 
UPT)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

INFORMASI TERKAIT DAFTAR INFORMASI PUBLIK SESUAI FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 
1 DAN UPT

TERSEDIA BUKTI  PELAKSANAAN LINK DOKUMENYa Tidak

1
Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana 
UPT) menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasasi Tahun 2024 dalam 
Daftar Informasi Publik (DIP) online, sesuai standar Perki 1 Tahun 2021.

V Link website dan upload dokumen DIP  dg-drive terbaru yang 
telah disahkan/ditanda tangani pejabat berwenang

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/tersedia-
setiap-saat/  

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/drive/folders/1fPJ0w9XxcJ4UM
EGYOgAZp-o4vqevdSC0?
usp=drive_link 

2
Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana 
UPT) telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai 
informasi terbuka.

V
link web atau gdrive (menunjukan DIK yang telah selesai 
masa pemberlakuannya dalam bentuk SK PPID Pelaksana 
Pusat atau UPT) (Apabila tidak ada, tulis TIDAK 
DIPERSYARATKAN)

Tidak dipersyaratkan

INFORMASI DIKECUALIKAN 

INFORMASI DIKECUALIKAN  SESUAI FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 1/UPT TERSEDIA BUKTI  PELAKSANAAN LINK DOKUMENYa Tidak

1
Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana 
UPT) menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan Tahun 2024 hasil Uji Konsekuensi 
sesuai Perki 1 Tahun 2021 Tentang SLIP

V
Link website Daftar Informasi Yang Dikecuaikan (DIK) hasil 
Uji Konsekuensi 2024 yang telah disahkan pejabat 
berwenang (DIK 2024)

Link:
https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-
jenderal-pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/informasi-publik/yang-
dikecualikan/   

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/drive/folders/1X9hi8UjTHJhk9_
1umhz-IXYodYKUEp7i?
usp=drive_link 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/CYFQZuSfkkH9LfN
https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/CYFQZuSfkkH9LfN


KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI

Pedoman Pengisian
1. Parameter Menyediakan Dokumen Informasi hendak mengevaluasi ketersediaan dokumen informasi publik terbuka, baik dalam bentuk elektonik atau non elektronik

2. Unit organisasi PPID Pelaksana Pusat dan PPID Pelaksana UPT menjawab materi kuesioner dengan menyajikan dokumen elektronik/soft file atau non-elektronik/hard copy di kolom 
"BUKTI PELAKSANAAN"

3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, unit organisasi eselon 1 dan UPT menjawab " Dengan melampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala 
UPT atau TIDAK DIPERSYARATKAN di kolom "LINK DOKUMEN"

4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT
& PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menyediakam Dokumen (digital dan atau hardcopy) Informasi Tersedia Setiap Saat
KETERSEDIAAN

BUKTI  PELAKSANAAN LINK DOKUMEN
Tersedia Tidak 

Tersedia

1 Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan  
Tahun 2024  program dan kegiatan  meliputi:

a
Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2024 Unit Organisasi Eselon 1/UPT 
sesuai dengan tugas dan fungsi  yang sekurang-kurangnya memuat nama 
program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran. 

V Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Renja 2024)

https://drive.google.
com/file/d/1d4j25E3oa9OLMiuK-

ufCH96hYyf2aL7h/view?usp=sharing

b Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2023 lengkap terdiri dari CALK, LRA, 
Neraca dan Daftar Aset dan Investasi V Upload Link dan Soft Copy dalam 

Googgle Drive

https://drive.google.
com/file/d/1j8ohDihCrXtBKo31DJw-

lE7rIYI5-p4d/view?usp=sharing

c Dokumen keuangan tahun 2024 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL V Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive

https://drive.google.
com/drive/folders/12IqqWiIK9G_3CgDu

52EXSzfG_tvpclix?usp=drive_link 

d
Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa  yang telah diumumkan, rencana, 
selesai tender atau penunjukan langsung dan telah serah terima pekerjaan Tahun 
2024, meliputi:

V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada 
lampirkan surat pernyataan TTD 
Ses Eselon I/Kepala UPT)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/file/d/1d4j25E3oa9OLMiuK-ufCH96hYyf2aL7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d4j25E3oa9OLMiuK-ufCH96hYyf2aL7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d4j25E3oa9OLMiuK-ufCH96hYyf2aL7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8ohDihCrXtBKo31DJw-lE7rIYI5-p4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8ohDihCrXtBKo31DJw-lE7rIYI5-p4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8ohDihCrXtBKo31DJw-lE7rIYI5-p4d/view?usp=sharing


Catatan : Jumlah Dokumen yang disediakan sesuai jumlah paket PBJ yang telah selesai. 
Misal, Dokumen KAK, maka yang disediakan 2 dokumen KAK sesuai Paket

1 Kerangka Acuan Kerja (KAK); V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1Wt8THMgEIzuo7i9

4nXIeP8MxePhXncPz/view?
usp=drive_link

2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1g9U7G_POUE7RKn
gUH7JUH4PTO7mnmg50/view?

usp=drive_link

3 Spesifikasi Teknis; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/15w8sZGx3QZHkET
4rZKOEOFV-sSNomheF/view?

usp=drive_link

4 Rancangan Kontrak; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1kgBHA1IDI9caH6Iz

vFlS1CS2X5Wm2L04/view?
usp=drive_link

5 Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1Pvnp0dOiQOqPfj8p

WNWc02vGUafNatud/view?
usp=drive_link

6 Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1c-zvXsrCWH4cc-
l1xowRjt6WMI-lDCHX/view?

usp=drive_link 

7 Daftar Kuantitas dan Harga; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1ilXVzICFP798hjwz2

Se9gcevAh9gjUBk/view?
usp=drive_link

8 Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/15Q8mId0xO4OpXc

XMEaaryicFDHcFC0l9/view?
usp=drive_link

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/file/d/1Wt8THMgEIzuo7i94nXIeP8MxePhXncPz/view?usp=drive_link
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https://drive.google.com/file/d/15w8sZGx3QZHkET4rZKOEOFV-sSNomheF/view?usp=drive_link
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https://drive.google.com/file/d/15w8sZGx3QZHkET4rZKOEOFV-sSNomheF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15w8sZGx3QZHkET4rZKOEOFV-sSNomheF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1kgBHA1IDI9caH6IzvFlS1CS2X5Wm2L04/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1kgBHA1IDI9caH6IzvFlS1CS2X5Wm2L04/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1kgBHA1IDI9caH6IzvFlS1CS2X5Wm2L04/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1kgBHA1IDI9caH6IzvFlS1CS2X5Wm2L04/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Pvnp0dOiQOqPfj8pWNWc02vGUafNatud/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Pvnp0dOiQOqPfj8pWNWc02vGUafNatud/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Pvnp0dOiQOqPfj8pWNWc02vGUafNatud/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Pvnp0dOiQOqPfj8pWNWc02vGUafNatud/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c-zvXsrCWH4cc-l1xowRjt6WMI-lDCHX/view?usp=drive_link
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https://drive.google.com/file/d/1ilXVzICFP798hjwz2Se9gcevAh9gjUBk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ilXVzICFP798hjwz2Se9gcevAh9gjUBk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ilXVzICFP798hjwz2Se9gcevAh9gjUBk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ilXVzICFP798hjwz2Se9gcevAh9gjUBk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15Q8mId0xO4OpXcXMEaaryicFDHcFC0l9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15Q8mId0xO4OpXcXMEaaryicFDHcFC0l9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15Q8mId0xO4OpXcXMEaaryicFDHcFC0l9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15Q8mId0xO4OpXcXMEaaryicFDHcFC0l9/view?usp=drive_link


9 Gambar Rancangan Pekerjaan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1M5ix2mmsKPMLih
oU4e72OwJ4pwuQlmSW/view?

usp=drive_link

10 Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan; V

Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1rzJ2s0IhZLWuxvxL

We6X_0juWtQqJ3Zj/view?
usp=drive_link

11 Dokumen Penawaran Administratif; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1bloBruFE7wzPqfyT

GbhihsYwYXUqjp1V/view?
usp=drive_link 

12 Surat Penawaran Penyedia; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1aZI7lrK0gci0I-

dOjsat4RE5_T2ZhMyn/view?
usp=drive_link 

13 Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; V

Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5prx

-DzY8ofZTg54J10f/view?
usp=drive_link 

14 Berita Acara Pemberian Penjelasan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/182JW27kfubBQqF
KEqsOlKJ4G9jFS7GrU/view?

usp=drive_link 

15 Berita Acara Pengumuman Negosiasi; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5prx

-DzY8ofZTg54J10f/view?
usp=drive_link 

16 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1akHTm-

PtUM12kuI87iHW34AqtQiEpzsE
/view?usp=drive_link

17 Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/12TfsQAUoz6HnVP0

C8YfxEY8WSQrDFXT4/view?
usp=drive_link

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/file/d/1M5ix2mmsKPMLihoU4e72OwJ4pwuQlmSW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1M5ix2mmsKPMLihoU4e72OwJ4pwuQlmSW/view?usp=drive_link
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https://drive.google.com/file/d/1M5ix2mmsKPMLihoU4e72OwJ4pwuQlmSW/view?usp=drive_link
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18 Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1l7YMpW66WO0m2
3a96X6TcDJmtCdA23H_/view?

usp=drive_link

19 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/11BDgGD8T7KVaSu

eS88NSBKdfSnxq69w2/view?
usp=drive_link

20 Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak 
mengandung informasi yang dikecualikan; V

Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/drive/folders/1nxtFmL8F2
_sVW2rqqNWy4ihlgY3dEdm5?

usp=drive_link

21 Surat Perintah Mulai Kerja; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/15AwLEeCVfZtI8cCg

3uqIpRCupPbKg69Q/view?
usp=sharing

22 Surat Jaminan Pelaksanaan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/10fWG8evEPr4bsx7c

i4CvKJQ3VrSDk4rp/view?
usp=sharing

23 Surat Jaminan Uang Muka; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1DxhjdLLWV3fu5UC

n79uw_nbgSEkYO6Ap/view?
usp=drive_link

24 Surat Jaminan Pemeliharaan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/17vN6jGkpPrsdiUM

Uj9y3K06k2vEDetDi/view?
usp=sharing

25 Surat Tagihan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1TkeJXn4QZRiubgh

Nq13WqVzXrjZ3I2Eq/view?
usp=drive_link 

26 Surat Pesanan E-purchasing; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5prx

-DzY8ofZTg54J10f/view?
usp=drive_link  

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/file/d/1l7YMpW66WO0m23a96X6TcDJmtCdA23H_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1l7YMpW66WO0m23a96X6TcDJmtCdA23H_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1l7YMpW66WO0m23a96X6TcDJmtCdA23H_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1l7YMpW66WO0m23a96X6TcDJmtCdA23H_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11BDgGD8T7KVaSueS88NSBKdfSnxq69w2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11BDgGD8T7KVaSueS88NSBKdfSnxq69w2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11BDgGD8T7KVaSueS88NSBKdfSnxq69w2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11BDgGD8T7KVaSueS88NSBKdfSnxq69w2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nxtFmL8F2_sVW2rqqNWy4ihlgY3dEdm5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nxtFmL8F2_sVW2rqqNWy4ihlgY3dEdm5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nxtFmL8F2_sVW2rqqNWy4ihlgY3dEdm5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nxtFmL8F2_sVW2rqqNWy4ihlgY3dEdm5?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15AwLEeCVfZtI8cCg3uqIpRCupPbKg69Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AwLEeCVfZtI8cCg3uqIpRCupPbKg69Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AwLEeCVfZtI8cCg3uqIpRCupPbKg69Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AwLEeCVfZtI8cCg3uqIpRCupPbKg69Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fWG8evEPr4bsx7ci4CvKJQ3VrSDk4rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fWG8evEPr4bsx7ci4CvKJQ3VrSDk4rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fWG8evEPr4bsx7ci4CvKJQ3VrSDk4rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fWG8evEPr4bsx7ci4CvKJQ3VrSDk4rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxhjdLLWV3fu5UCn79uw_nbgSEkYO6Ap/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DxhjdLLWV3fu5UCn79uw_nbgSEkYO6Ap/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DxhjdLLWV3fu5UCn79uw_nbgSEkYO6Ap/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DxhjdLLWV3fu5UCn79uw_nbgSEkYO6Ap/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17vN6jGkpPrsdiUMUj9y3K06k2vEDetDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vN6jGkpPrsdiUMUj9y3K06k2vEDetDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vN6jGkpPrsdiUMUj9y3K06k2vEDetDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vN6jGkpPrsdiUMUj9y3K06k2vEDetDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5prx-DzY8ofZTg54J10f/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5prx-DzY8ofZTg54J10f/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5prx-DzY8ofZTg54J10f/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pl3cEZRqT9CY5prx-DzY8ofZTg54J10f/view?usp=drive_link


27 Surat Perintah Membayar; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1ktUNiLJ0yoepGHiX

taLvoChXi291Xefn/view?
usp=drive_link

28 Surat Perintah Pencairan Dana; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1XMyjmlbCPMEf8X9

ihoIKIOJJBecZyTZW/view?
usp=drive_link

29 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1HTgGo70gysr2Rnt
C30hWc1pRQWDVjQHj/view?

usp=drive_link 

30 Laporan Penyelesaian Pekerjaan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1Ttkibk2RjOGSL5Ifi

7bFcqwjyGuufxhK/view?
usp=drive_link 

31 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1nLK7TEgxZehK3Gv

obU_Sx7sFNm27oiMm/view?
usp=drive_link

33 Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over V
Upload Link dan Soft Copy dalam 
Googgle Drive (Jika tidak ada  
(Tidak di persyaratkan)

https://drive.google.
com/file/d/1ZWVHv4q_Tn07Mo
cCApBWcjzNncwpWmot/view?

usp=drive_link

Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan 
jenis pengadaan barang dan jasa untuk Tugas da Fungsi. 

2 Menyediakam dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut 
dokumen pendukungnya; 

LINK DOKUMEN

a Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2023 - 2024 V

Daftar-nya disertai Dokumen di 
Upload Link di G.Drive (Jika tidak 
ada lampirkan surat pernyataan 
TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)

https://drive.google.
com/drive/folders/1UixHeklKKQmA8lLy

XGIRN4QkZulGdU7c?usp=sharing

b Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan Tahun 2023 - 2024, misal: pengelolaan aset, dll V
Daftar-nya disertai Dokumen di 
Upload Link di G.Drive (Jika tidak 
ada lampirkan surat pernyataan 
TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)

https://drive.google.
com/drive/folders/1baFgWfWIXGhi2RP
P6eNqWKYTeITTwMMK?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/file/d/1ktUNiLJ0yoepGHiXtaLvoChXi291Xefn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ktUNiLJ0yoepGHiXtaLvoChXi291Xefn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ktUNiLJ0yoepGHiXtaLvoChXi291Xefn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ktUNiLJ0yoepGHiXtaLvoChXi291Xefn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XMyjmlbCPMEf8X9ihoIKIOJJBecZyTZW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XMyjmlbCPMEf8X9ihoIKIOJJBecZyTZW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XMyjmlbCPMEf8X9ihoIKIOJJBecZyTZW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XMyjmlbCPMEf8X9ihoIKIOJJBecZyTZW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nLK7TEgxZehK3GvobU_Sx7sFNm27oiMm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nLK7TEgxZehK3GvobU_Sx7sFNm27oiMm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nLK7TEgxZehK3GvobU_Sx7sFNm27oiMm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nLK7TEgxZehK3GvobU_Sx7sFNm27oiMm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZWVHv4q_Tn07MocCApBWcjzNncwpWmot/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZWVHv4q_Tn07MocCApBWcjzNncwpWmot/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZWVHv4q_Tn07MocCApBWcjzNncwpWmot/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZWVHv4q_Tn07MocCApBWcjzNncwpWmot/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UixHeklKKQmA8lLyXGIRN4QkZulGdU7c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UixHeklKKQmA8lLyXGIRN4QkZulGdU7c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UixHeklKKQmA8lLyXGIRN4QkZulGdU7c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1baFgWfWIXGhi2RPP6eNqWKYTeITTwMMK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1baFgWfWIXGhi2RPP6eNqWKYTeITTwMMK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1baFgWfWIXGhi2RPP6eNqWKYTeITTwMMK?usp=sharing


c Surat Perjanjian Swakelola  Tahun 2023 - 2024 V

Daftar-nya disertai Dokumen di 
Upload Link di G.Drive (Jika tidak 
ada lampirkan surat pernyataan 
TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)

https://drive.google.
com/drive/folders/19mdPRIImh
bB3x--Rko22pAUa5QmfASSK?

usp=drive_link 

d Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2023-2024 V

Daftar-nya disertai Dokumen di 
Upload Link di G.Drive (Jika tidak 
ada lampirkan surat pernyataan 
TTD Ses Eselon I/Kepala UPT)

https://drive.google.
com/drive/folders/1U79kPaHq0

qEjlShsnBXJ83lgsITbw_Oy?
usp=drive_link 

3
Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat  Unit Organisasi 
Eselon 1/UPT  dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2023-
2024; (sediakan daftarnya dan ambil sampling 2 dokumen setiap tahunnya)

V Daftar-nya disertai Dokumen di 
Upload Link di G.Drive 

https://drive.google.
com/drive/folders/1YSREV-

wmOXPbF9g10336kJRc-oF5eV8s?
usp=sharing

4
Menyediakan dokumen kepegawaian meliputi: Jumlah pegawai, jenis kelamin, 
sebaran pegawai, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam 
pengawasan internal kepegawaian 2023-2024. 

V

Daftar-nya disertai Dokumen di 
Upload Link di G.Drive dan Website 
KKP (Bisa dalam bentuk infografis) 
(Jika tidak ada maka buat surat 
pernyataan TTD Ses Eselon I dan 
Kepala UPT)

https://drive.google.
com/file/d/11cNNByZVOyW_L9yfHEFc

9ffdJLPrXpSO/view?usp=sharing

5 Menyediakan dokumen pengaduan masyarakat: jumlah pengaduan, jenis, dan 
gambaran umum Pengaduan, serta laporan penindakannya 2023-2024. V

Daftar-nya disertai Dokumen di 
Upload Link di G.Drive (Bisa dalam 
bentuk infografis (Jika tidak ada 
maka buat surat pernyataan TTD 
Ses Eselon I dan Kepala UPT)

https://drive.google.
com/drive/folders/1KDPidigs6OIsFiCHl

_DvPeEe3Z7z-Ul7?usp=sharing

6 Mengumumkan Data laporan akses Informasi Publik Tahun 2023 (Semester I dan 
II) dan 2024 (Semester I) 

Buatlah dalam bentuk matriks 
dan grafik

a
Jumlah Permintaan Informasi Publik: Waktu yang diperlukan, Jumlah Permintaan yang 
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan yang ditolak, Alasan 
penolakan (bila ada).

V upload link website atau G-Drive 
Dalam bentuk Grafik dan Matriks

https://drive.google.
com/drive/folders/1Q-

CaD1Sm8DJcWRDWoiMWpuKMltXYlu
Q8?usp=sharing

b Daftar Jumlah Informasi Publik Tersedia Setiap Saat Tahun 2023 - 2024 (baik Digital 
dan non-Digital) sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023. Minimal 20 Dokumen. V

upload link G.Drive (Daftar-nya 
dan Dokumen-nya). Ketersediaan 
jumlah dokumen makin besar 
jumlahnya makin tinggi nilainya

https://drive.google.
com/drive/folders/1TRqV_UEeZ
b0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?

usp=drive_link

b1 Tambahan > 1-5 Dokumen Jumlah Informasi Publik Tersedia Setiap Saat (baik Digital 
dan non-Digital). V Upload link dan soft copy dalam 

gdrive

https://drive.google.
com/drive/folders/1TRqV_UEeZ
b0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?

usp=drive_link

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/drive/folders/1YSREV-wmOXPbF9g10336kJRc-oF5eV8s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YSREV-wmOXPbF9g10336kJRc-oF5eV8s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YSREV-wmOXPbF9g10336kJRc-oF5eV8s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YSREV-wmOXPbF9g10336kJRc-oF5eV8s?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cNNByZVOyW_L9yfHEFc9ffdJLPrXpSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cNNByZVOyW_L9yfHEFc9ffdJLPrXpSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cNNByZVOyW_L9yfHEFc9ffdJLPrXpSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KDPidigs6OIsFiCHl_DvPeEe3Z7z-Ul7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KDPidigs6OIsFiCHl_DvPeEe3Z7z-Ul7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KDPidigs6OIsFiCHl_DvPeEe3Z7z-Ul7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-CaD1Sm8DJcWRDWoiMWpuKMltXYluQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-CaD1Sm8DJcWRDWoiMWpuKMltXYluQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-CaD1Sm8DJcWRDWoiMWpuKMltXYluQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-CaD1Sm8DJcWRDWoiMWpuKMltXYluQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link


b2 Tambahan > 5 Dokumen Jumlah Informasi Publik Tersedia Setiap Saat (baik Digital 
dan non-Digital). V Upload link dan soft copy dalam 

gdrive

https://drive.google.
com/drive/folders/1TRqV_UEeZ
b0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?

usp=drive_link

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TRqV_UEeZb0EvWxxv5Y4x3S7qAm6hysg?usp=drive_link


KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

SARANA PRASARANA

Pedoman Pengisian
1. Parameter Sarana Prasarana mengevaluasi ketersediaan dan penggunaan media elekronik, non eletronik dalam layanan informasi publik
2. PPID Pelaksana (Pusat/UPT)  menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"

3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, PPID Pelaksana (Pusat/UPT)  menjawab "surat pernyataan di tanda tangan oleh atasan ppid" 
di kolom "LINK DOKUMEN

4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website atau google drive 

ELEKTRONIK

A Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi: Ya Tidak Bukti Pelaksanaan LINK DOKUMEN

1

Informasi Wajib Berkala yang diperbaharui minimal 6 bulan sekali sesuai 
PermenKP No.42 Tahun 2024, meliputi: 
a. Informasi tentang profil Kementerian; 
b. ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan sedang dijalankan; 
c. ringkasan Informasi tentang kinerja capaian dalam lingkup Unit 
organisasinya; 
d. ringkasan laporan keuangan telah diaudit; 
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik; 
f. Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan; 
g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; 
h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 
pelanggaran yang dilakukan pejabat jajaran di organisasi; 
i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan; 
j. Informasi tentang kepegawaian; dan 
k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan 
darurat di lingkungan unit organisasinya.

V
upload link website KKP yang menyajikan informasi tersedia 
setiap saat (digital)  lengkap sesuai PermenKP No.42 Tahun 
2023 tentang PLIP. 

https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-

ruang-laut/informasi-
publik/berkala/ 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



2

Informasi Tersedia Setiap Saat sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:
a. Daftar Informasi Publik; 
b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Unit organisasinya; 
c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; 
d. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; 
e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka 
pelaksanaan tugas,
fungsi, dan wewenangnya; 
f. persyaratan perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh unit organisasinya; 
g. data perbendaharaan atau inventaris; 
h. rencana strategis dan rencana kerja unit organisasinya;
i. agenda kerja pimpinan satuan kerja; 
j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; 
k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran; yang ditemukan dalam 
pengawasan internal serta
laporan penindakannya; 
l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 
masyarakat serta laporan
penindakannya; 
m. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian 
akademik;
n. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum;
o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 
berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi;
p. Informasi tentang standar layanan Informasi.

V
upload link website KKP yang menyajikan informasi tersedia 
setiap saat (digital)  lengkap sesuai PermenKP No.42 Tahun 
2023 tentang PLIP. 

https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-

ruang-laut/informasi-
publik/tersedia-setiap-saat/ 

3

Informasi Serta Merta, sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:
a. Informasi bencana alam;
b. Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan lokal;
c. Informasi daerah wabah penyakit ikan.
d. (ditambahkan)

V
upload link website yang menyajikan informasi tersedia setiap 
saat (digital)  lengkap sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 
tentang PLIP. 

https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-

ruang-laut/informasi-
publik/serta-merta/ 

4 Daftar Informasi Dikecualikan V
upload link website KKP yang menyajikan informasi wajib 
(digital) berkala lengkap sesuai Perki 1/2021 tentang SLIP. 
Ketidaklengkapan mengurangi nilai

https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-

ruang-laut/informasi-
publik/yang-dikecualikan/ 

5 Daftar Informasi Publik online V
upload link website KKP  yang menyajikan informasi wajib 
(digital) berkala lengkap sesuai Perki 1/2021 tentang SLIP. 
Ketidaklengkapan mengurangi nilai

https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-

ruang-laut/layanan-
informasi/daftar-informasi-

publik/ 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



6 Permintaan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan) V

upload link website permohonan secara digital  (ppid.kkp.
go.id), tangkapan layar aplikasinya dan dibuatkan 
surat pernyataan di tanda tangan oleh ppid (apabila 
tidak ada permohonan)

website :
ppid.kkp.go.id 

Gdrive :
https://drive.google.
com/drive/folders/1L2S9HE
BZ2w6abs-
qFwEVgr3n1a_VJr9k?
usp=drive_link 

7 Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan) V

upload link website permohonan secara digital  (ppid.kkp.
go.id), tangkapan layar aplikasinya dan dibuatkan 
surat pernyataan di tanda tangan oleh ppid (apabila 
tidak ada permohonan)

https://drive.google.
com/file/d/1pl3cEZRqT9CY

5prx-
DzY8ofZTg54J10f/view?

usp=drive_link 

8 Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan 
informasi elektronik/lainnya V

upload link website, tangkapan layar di upload di link G-
Drive (youtube, instagram, kanal lain) Tv di ruang layanan 
menyampaikan terkait ppid )

Link :
youtube
https://youtu.be/3-v-
h_fretU?
si=oUjpXNXHHF5XmUWx 

instagram
https://www.instagram.
com/reel/DBdzcZ3Sq-O/?
igsh=cmFkMXF5OWo3eTZ5

facebook
https://www.facebook.
com/reel/123819296409826
0 

Gdrive
https://drive.google.
com/drive/folders/1vjCgFg2
ErdYKVYNeFhlQGx9Mvlhvf9
gX?usp=drive_link 

NON ELEKTRONIK
B Meja Layanan Informasi Ya Tidak Bukti Pelaksanaan LINK DOKUMEN

1 Ruang  Layanan Informasi/PPID V Link G-Drive (Video Ruang layanan informasi/PPID dimulai 
dari Tampak depan sampai ruang layanan)

https://drive.google.
com/file/d/1HpG4nGL8ZDy
VMWSied3xm5dlChOJgiOK/

view?usp=drive_link 

2 Formulir Permintaan Informasi dan pengajuan keberatan informasi V Link G-Drive (Foto Formulir permohonan dan keberatan)

https://drive.google.
com/file/d/1Tzo3oJwOa-

CHWK8Agp5AKfRr7MLITTtO
/view?usp=drive_link 

3 Sarana Pendukung Lainnya V Link G-Drive (foto Standing Banner, komputer dan lainnya)

https://drive.google.
com/file/d/1djN23JRMlEHF
mHNXH4jMzfLdTISmU0SD/v

iew?usp=drive_link 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



4 Maklumat Pelayanan V Link G.Dive (Foto Posisi Maklumat)

https://drive.google.
com/file/d/1pQ2nU5ngM_ch
ZeFW1UpYvo6UDEiBDREI/v

iew?usp=drive_link 

5 Survey Kepuasaan V
Link G.Dive (Dokumen SKM dan Hasil SKM dipublikasi di 
medsos, diruang ppid, website, apabila tidak ada survey 

dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangan oleh PPID)

QR Code SKM
https://drive.google.
com/file/d/1O98mTl1bnRryI
8pY5MOdTjBI6yKq6LLv/view
?usp=drive_link 

Surat Pernyataan PPID 
DJPKRL
https://drive.google.
com/file/d/1pl3cEZRqT9CY
5prx-
DzY8ofZTg54J10f/view?
usp=drive_link   

6

SOP layanan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pusat, 
maupun di PPID Pelaksana UPT (meliputi: 
1. SOP Permintaan IP Online/Offline; 
2. SOP Pendokumentasian informasi publik; 
3. SOP Pengajuan Keberatan; 
4. SOP Pengujian Konsekuensi; 
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik.

V Link G-Drive SOP (Non Elektronik) (dipajang kemudian difoto)

https://drive.google.
com/file/d/18l3DslA8NV-

K8S1QitCkNtnV9mugRmzL/
view?usp=drive_link 

7 Petugas Layanan Informasi Publik V Link G.Dive (Video Petugas saat melayani dan Surat Tugas) 
https://drive.google.

com/drive/folders/1uTAaSwdGtyw
WQN9WUMoL2JNPc_nREVhq?

usp=sharing 

C Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Ya Tidak Bukti Pelaksanaan LINK DOKUMEN

1 Aksesibilitas Tuna Wicara V Link G-Drive (video fasilitas-nya)

Panduan SIBI
Link:
https://drive.google.
com/drive/folders/1zWYBua
H85hYHkPDewgTnRe22p9vb
Y4oX?usp=drive_link   

2 Aksesibilitas Tuna Rungu V Link G-Drive (video fasilitas-nya)

Alat Bantu Pendengaran
Link:
https://drive.google.
com/drive/folders/1zWYBua
H85hYHkPDewgTnRe22p9vb
Y4oX?usp=drive_link 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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3 Aksesibilitas Tuna Lainnya V Link G-Drive (video fasilitas-nya)

web ppid yang mempunyai 
fitur suara yang membaca 
narasi konten

Link:
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-
ruang-laut/ 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TAHUN 2024

KELEMBAGAAN 
Pedoman Pengisian

1. Parameter Kelembagaan hendak mengevaluasi kinerja PPID baik berkaitan aspek legal, keorganisasian dan atau 
fasilitasi. 

2. PPID Pelaksana Pusat/UPT menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"

3. Terhadap materi kuesioner yang tersedia, PPID Pelaksana Pusat/UPT menjawab " di kolom "LINK DOKUMEN"

4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website, dropbox atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

PROFIL KELEMBAGAAN PPID

No. Legalitas PPID Pelaksanan (Pusat/UPT)
TERSEDIA

BUKTI  PELAKSANAAN LINK DOKUMEN
Ya Tidak

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



1

Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023: 
Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi: 
A.Informasi domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas 
dan fungsi; 
B. Sumber Anggaran; 
C. Struktur kelembagaan dan profil singkat pejabat; 
D. LHKPN yang diverifikasi.

V

Link website sesuai materi yang ditanyakan (Profil, 
Struktur Kelembagaan, visi Misi, SK Petugas PPID, 
Maklumat). Ketidaklengkapan menghilangkan 
nilai Keseluruhan nomor ini.

A. Informasi domisili/alamat lengkap, 
ruang lingkup kegiatan, maksud dan 
tujuan, tugas dan fungsi;
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/profil/tugas-dan-fungsi/ 

B. Sumber Anggaran (klik DIPA dan 
RKA K/L pada informasi berkala)
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/informasi-publik/berkala/ 

C. Struktur Kelembagaan
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/profil/struktur-kelembagaan/ 

D. LHKPN yang diverifikasi
https://kkp.go.id/tentang-kkp/profil-
penjabat-detail/djpkrl/10.html 

E. SK Tim PPID Ditjen PKRL 2024 
(klik SK pada informasi tentang 
peraturan pada informasi berkala)
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/informasi-publik/berkala/ 

F. Visi dan Misi
https://kkp.go.id/tentang-kkp/visi-
misi-kkp/djpkrl.html 

G. Maklumat Pelayanan
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/standart-layanan/maklumat-
pelayanan/ 

2 Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari: Ketidaklengkapan akan menghilangkan nilai nomor 
ini.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



a SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline V Link website/ Link soft file dalam gdrive

Website:
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/standart-layanan/standar-
operasional-prosedur/ 

GDrive:
https://drive.google.
com/file/d/1xHFUa4Ur8L9k85v47aG
K5Qwa7Q1JdHpU/view?
usp=drive_link 

b SOP Pengajuan Keberatan V Link website/ Link soft file dalam gdrive

Website:
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/standart-layanan/standar-
operasional-prosedur/ 

GDrive:
https://drive.google.
com/file/d/1wfSQK3cOQlv4D_iNjXm
AndHL1KQ1Wa0b/view?
usp=drive_link  

c SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK) V Link website/ Link soft file dalam gdrive

Website:
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/standart-layanan/standar-
operasional-prosedur/ 

GDrive:
https://drive.google.
com/file/d/1eLFCRDumgtmahl480tb
AaN8kOA_pUTfW/view?
usp=drive_link 

d SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) V Link website/ Link soft file dalam gdrive

Website:
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/standart-layanan/standar-
operasional-prosedur/ 

GDrive:
https://drive.google.
com/file/d/1Zj8gc10NP0uqS4xgzfPsO
FVvV3oS6PQP/view?usp=drive_link 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



e SOP Pendokumentasian informasi publik V Link website/ Link soft file dalam gdrive

Website:
https://ppid.kkp.go.
id/upp/direktorat-jenderal-
pengelolaan-kelautan-dan-ruang-
laut/standart-layanan/standar-
operasional-prosedur/ 

GDrive:
https://drive.google.
com/file/d/1sIrtzNtRiIIQDDp32sbe4
miJm0N2kT2K/view?usp=drive_link 

No. Kepemimpinan TERSEDIA BUKTI  PELAKSANAAN LINK DOKUMEN
Ya Tidak

1 Menetapkan kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik V
link G-Drive (dokumen kerja resmi kebijakan 
pembinaan yang dikeluarkan oleh Pejabat PPID)
SK/ Surat Tugas /dan perjanjian kinerja

https://drive.google.
com/drive/folders/1ibZ663ihtndNbVOxunR7Q

KreBaZc4nnZ?usp=sharing

2
Menetapkan penandatanagan komitmen bersama dengan jajaran PPID Pelaksana UPT bagi 
PPID Pelaksana Pusat, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Internal bagi PPID 
Pelaksana UPT. 

V Link G-Drive Dokumen Komitmen Bersama. 
https://drive.google.

com/drive/folders/10UHtWFek_3J9xgFB0urW
FrhrS68pi7fQ?usp=sharing

3 Melakukan Peningkatan kapasitas Petugas layanan Informasi Publik di Unit Organisasi 
PPID Pelaksana Pusat maupun UPT V

Link G-Drive Dokumen peningkatan kapasitas. 
(Bukti sertifikat keikutsertaan 2023 sampai 
2024 terkait layanan informasi (misal Pelatihan, 
bimtek, seminar)

https://drive.google.
com/drive/folders/1H3JnwqOg3lY73SIF-

sxUt4sAGlPg9_W0?usp=sharing

4 Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pembinaan kebijakan Informasi 
Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana (Pusat di Internal Es I nya) V

Link G-Drive Surat menyurat dari Atasan PPID 
yang memuat materi pembinaan/pengawasan 
/evaluasi/ monitoring kebijakan. (Komitmen 
pimpinan dapat di tunjukan pada kehadiran di 
kegiatan (Foto)

https://drive.google.
com/drive/folders/1glGz0Gn7UohXcpPedX2H

GLPrQ0bN8tTP?usp=sharing

No. Dukungan Anggaran TERSEDIA BUKTI  PELAKSANAAN LINK DOKUMENYa Tidak

1 Menyediakan anggaran rutin kegiatan Layanan keterbukaan informasi V Menunjukan dokumen anggaran dengan 
nomenklatur kegiatannya (upload link)

https://drive.google.
com/file/d/1c7o0qiea5dArSgixUCF8z

WclfdF9z2gk/view?usp=sharing
2 Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID V Menunjukan dokumen anggaran dengan 

nomenklatur kegiatannya (upload link)
https://drive.google.

com/file/d/1sYZGwReC-
aK6oK_B0bILy3_JADvScxFp/view?

usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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 KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TAHUN 2024
DIGITALISASI

Pedoman Pengisian
1. Parameter Digitalisasi mengevaluasi penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan

2. PPID Pelaksana Pusat /UPT menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"

3. Terhadap materi kuesioner yang relevan/ tersedia, PPID Pelaksana Pusat/UPT menjawab "di kolom "LINK DOKUMEN"

4. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link medsos atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

MEDIA SOSIAL

No. Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram, 
twitter)

TERSEDIA BUKTI PELAKSANAAN LINK DOKUMEN
Ya Tidak

1
Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Unit 
organisasi Eselon I bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Ruang lingkup, tugas dan 
fungsi internal UPT bagi PPID Pelaksana UPT.

V Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana 
Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS

Link:
https://www.instagram.
com/p/DBYjbcjT8js/?
igsh=ZzZ5NTB0ZjJwMG1l 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/drive/folders/1z54bOv
-aGsoA_MOC1F3LA3Bf_oJ-
RB5J?usp=drive_link 

2 Mengumumkan Informasi program dan kegiatan 2024 Unit organisasi  Eselon I 
dalam Medsos PPID Pelaksana Pusat dan  UPT V Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana 

Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS

Link:
https://www.instagram.
com/p/C2gxzVlLwhP/?
igsh=eW9tZ3hvaHhyb3Ew 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/drive/folders/1qgZbm
AnXeuSnZciB_iewBXQ6bAb
6QhSQ?usp=drive_link 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



3 Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2024 V Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana 
Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS

Link:
https://www.instagram.
com/p/DBc3piIzCaI/?
igsh=anhiMmVtbWd4Mmg3 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/drive/folders/1n4kywx
riSfBdBf13-
radPaydYsPggE9b?
usp=sharing 

4 Mengumumkan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme di PPID 
Pelaksana Pusat maupun UPT. V Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana 

Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS

Link:
https://www.instagram.
com/p/DBflZCkTnXS/?
igsh=NjRzaGF0YTU4cnJo 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/drive/folders/1lvwSHK
H0TujxhSLEu8STtFak44lfz-
xE?usp=drive_link 

5
Mengumumkan Informasi berkaitan  alasan yang dapat digunakan Pemohon 
Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023). Tidak 
lengkap menghilangkan nilai nomor ini.

V Link MEDSOS Unit organisasi PPID Pelaksana 
Pusat atau UPT dan disertai Capture/SS

Link:
https://www.instagram.
com/p/DBgF0cFTeZ9/?
igsh=MWkyMzMyemRjaG50
Zg== 

Tangkapan Layar:
https://drive.google.
com/drive/folders/1P7LEK
KVdrVhFr_6OYVqqaNxm_ae
MsSJo?usp=drive_link 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

No. Pengembangan Layanan Publik  
TERSEDIA

BUKTI PELAKSANAAN LINK DOKUMEN
Ya Tidak

1
Pemanfatan aplikasi atau replikasi Inovasi (digital atau non-digital) untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Unit Organisasi PPID 
Pelaksana Pusat maupun UPT

V

link G-Drive (Nama aplikasi dan Ringkasan 
penjelasan tentang latarbelakang, kegunaan, 
manfaat, hasil sebelum dan sesudah ada 
Aplikasi). Sertakan juga link aplikasinya. (non 
digital : Kampanye, edukasi, program agent 
perubahan (dokumen dokumen yang terintegrasi 
)

PUGAR (Pengembangan 
Usaha Garam Rakyat)

https://drive.google.
com/drive/folders/1xhgpHE
_N5XczRwN9TT-
6kFyDIYKXlOQe?
usp=drive_link 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Lampiran VI 

Hasil Penilaian  

SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik  

Ditjen PKRL Tahun 2024 
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 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 SEKRETARIAT JENDERAL 

 NOTA DINAS 
 NOMOR 2829/SJ.5/HM.470/XII/2024 

 Yth.  :   Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 
 Dari  :   Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 
 Hal  :  Hasil  Verifikasi  SAQ  Monitoring  dan  Evaluasi  Keterbukaan  Informasi 

 Publik Lingkup KKP Tahun 2024 
 Lampiran  :   Satu Berkas 
 Tanggal  :   5 Desember 2024 

 Merujuk  pada  Nota  Dinas  kami  sebelumnya  nomor:  2076/SJ.5/HM.470/IX/2024 
 tanggal  11  Oktober  2024,  hal:  Pengisian  SAQ  Monev  Keterbukaan  Informasi  Publik  di 
 lingkungan  KKP  tahun  2024,  bersama  ini  kami  menyampaikan  apresiasi  atas 
 keikutsertaan  unit  organisasi  lingkup  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Kelautan  dan 
 Ruang  Laut  dalam  pelaksanaan  Monitoring  dan  Evaluasi  Keterbukaan  Informasi  Publik 
 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024. 

 Tahapan  verifikasi  Self  Assessment  Questionnaire  (SAQ)  telah  dilaksanakan 
 pada  tanggal  18  -  22  November  2024  dengan  hasil  verifikasi  SAQ  Monitoring  dan 
 Evaluasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  lingkungan  KKP  Tahun  2024  sebagaimana 
 pada tautan berikut:  https://bit.ly/3ZxkhSD  . 

 Setiap  unit  organisasi  dapat  menyampaikan  klarifikasi  terhadap  hasil  verifikasi 
 SAQ  melalui  surat  resmi  dengan  melampirkan  hal  -  hal  yang  akan  diklarifikasikan 
 sesuai  format  terlampir  paling  lambat  12  Desember  2024.  Koordinasi  dan  informasi 
 lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Ery Miranda (Hp 0858 9199 9063). 

 Demikian  kami  menyampaikan,  atas  perhatian  dan  dukungan  baik  yang 
 diberikan, kami mengucapkan terima kasih. 

 Desri Yanti 
 Tembusan: 
 1.  Sekretaris Jenderal 
 2.  Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 
 3.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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 Lampiran Nota Dinas 
 Nomor  : 2829/SJ.5/HM.470/XII/2024 
 Tanggal  : 5 Desember 2024 

 HASIL VERIFIKASI SAQ MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024 

 Unit Eselon I: Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

 No  Unit Organisasi/PPID Pelaksana  Hasil Verifikasi 

 1  Sekretariat Direktorat  Jenderal Pengelolaan Kelautan dan 
 Ruang Laut  100 

 2  PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
 Padang  96,55 

 3  PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
 Pontianak  98,35 

 4  PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
 Makassar  99,55 

 5  PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
 Denpasar  78,35 

 6  PPID Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional 
 Kupang  95,25 

 7  PPID Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
 Sorong  73,9 

 8  PPID Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional 
 Pekanbaru  93,2 

 9  PPID Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
 Serang  89,4 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSNDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 3 
 Lampiran Nota Dinas 
 Nomor  : 2829/SJ.5/HM.470/XII/2024 
 Tanggal  : 5 Desember 2024 

 FORMAT LAMPIRAN KLARIFIKASI 

 Unit Organisasi/PPID Pelaksana: 

 No.  INDIKATOR  PERTANYAAN  KLARIFIKASI*  BUKTI DUKUNG** 

 1 
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 *  Keterangan  klarifikasi  berupa  penjelasan  yang  menerangkan  hal  yang  dilakukan 
 klarifikasi secara detail berdasarkan catatan dari penilai/verifikator 

 **  Keterangan bukti dukung: 
 1.  Untuk  pertanyaan  yang  dibutuhkan  bukti  dukung  berupa  link  website  maka 

 bukti  dukung  yang  disampaikan  dalam  klarifikasi  ini  wajib  berupa  link  website 
 dan tangkapan layar; 

 2.  Untuk  pertanyaan  yang  diminta  dokumen  maka  dalam  proses  klarifikasi  ini, 
 wajib dalam bentuk link google drive dan tangkapan layar; 

 3.  Terhadap  catatan  verifikator  yang  menerangkan  bahwa  bukti  dukung  harus 
 berbentuk  link  website  sementara  unit  organisasi  mengumumkan 
 informasi/dokumen  dalam  bentuk  google  drive/cloud/awan/sejenisnya,  dapat 
 dilakukan  perbaikan  dengan  cara  mengunggah  informasi/dokumen  tersebut 
 pada  sistem  website  unit  organisasi  dan  menyampaikan  bukti  dukung  berupa 
 link website terbaru [update]. 
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